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TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2021
BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peratuan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang oleh Inspektorat Daerah
dalam menunjang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dan manajemen risiko, serta sebagai upaya mewujudkan
tata kelola yang baik perlu menetapkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman  Tata  Cara Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  sebagaimana
terkahir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020
Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,;

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang;

28, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud
diktum Kesatu, Inspektorat Daerah wajib menjalankan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Daerah wajib melaporkan capaian Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2021 kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
dalam bentuk ikhtisar hasil pengawasan dan/atau bentuk
lainnya.

Membebankan biaya pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun Anggaran 2021.



KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 28 Desember 2020
3P AN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:
Sdr. Inspektur Daerah.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/447/427.12/2020
TENTANG PROGRAM KERJA

PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN
2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3709 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mempunyai dampak
yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten
Lumajang mempunyai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
berlaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJMD) dan telah memuat tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan setiap tahun
telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD} dan
rencana lain baik dalam aspek keuangan, kepegawaian, dst. Untuk
menjamin hal tersebut diperlukan pengendalian dan pengawasan internal
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerinah {APIP). Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
keandalan pelaporan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan
teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta
kegiatan pengawasan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, APIP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem
pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan (controlling) APIP
bertanggungjawab dalam mengevalusi dan menilai fungsi-fungsi
manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan  (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan koordinasi
(coordinating) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Audit internal harus
mampu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan
pendekatan  sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan tata kelola (governance) efektivitas manajemen resiko (risk),
dan pengendalian (control) atau biasa disingkat GRC.

Dalam makna yang baru, pengawasan internal (APIP) tidak hanya
membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang
scharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesual dengan tujuan
yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka
meningkatkan kinerja pemerintah serta mampu mengidentifikasikan
tren/perkembangan dan tantangan-tantangan ke depan yang akan
dihadapi oleh pemerintah sejalan dengan fungsi APIP yakni insight,
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oversight dan foresight, dimana insight adalah pelaksanaan pengawasan
operasional ke dalam organisasi, yaitu auditor internal mengawasi
pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan ekonomis organisasi. Fungsi
oversight adalah fungsi pengawasan atas keseluruhan proses kegiatan
organisasi, termasuk kekuatan dan kekurangan. Sedangkan foresight
diartikan auditor internal harus mempunyai pandangan ke depan,
memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajuan
organisasi.

Auditor internal termasuk dalam model tiga lapis pertahanan (three
lines of defense) yakni pada lapis ketiga, dimana model tersebut membagi
fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko
menjadi tiga kelompok atau lapis. Ketiga lapis tersebut adalah pemilik
risiko (risk owner), pengawas risiko (risk overseer), dan penyedia
pemastian independen (independent assurance provider). Di samping itu,
organisasi dapat pula melibatkan pihak eksternal sebagai lapis tambahan,
lebih lanjut pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau
komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional
perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau
ujung tombak organisasi. Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh
fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi
manajemen risiko dan kepatuhan yang sudah terstruktur misal
departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan. Pertahanan lapis
ketiga dilaksanakan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor
eksternal.

Pemerintah Daerah merupakan agent yang mempunyai kewajiban
untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip good governance dalam
mencapai tujuan disetiap urusan pemerintahan secara efektif dan efisien,
serta melaporkannya kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai principal. Hal itu dilakukan sebagai bentuk
akuntabilitas (pertanggunggugatan) pemerintah  daerah  dalam
menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus
dipahami bahwa terdapat risiko yang menghalangi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah
dan juga Pemerintah Daerah diwajibkan menyelenggarakan manajemen
ristko dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk menjamin
tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut secara
memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang
menyatakan bahwa sistem pengendalian internal ditujukan untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
dengan efektif dan efisien aktivitas/ kegiatan, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Guna mendukung dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian
internal dalam meminimalisir risiko yang menghalangi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang, maka penyelenggaraan pemerintahan didukung
dengan aktivitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di tingkat
daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun



2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Bahwa dalam menjalankan pengawasan secara teknis, Inspektorat
daerah harus merencanakan obyek pemeriksaan untuk menjamin
efektivitas dan kualitas pengawasan internal pada setiap tahun
pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Standar Audit
Internal Pemerintah Indonesia Asosiasi Auditor Internal Pemerintah
Indonesia (AAIPI) tanggal 30 Desember 2013 bahwa : “APIP harus
menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan
yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.
APIP diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah sebagai APIP dan
memenuhi ketentuan diatas, maka pengawasan yang diselenggarakan
Inspektorat Daerah harus dikelola secara memadai. Untuk itu, Inspektur
Daerah melaksanakan perancangan program pengawasan yang
dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021 dibuat
diantaranya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, serta telah
dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi. Sebagaimana
kebijjakan pengawasan tersebut, pengawasan internal -dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai tujuan dan sasaran sebagai
berikut :

1. Tujuan:

Twjuan disusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2021 untuk :

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian,
kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian,
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. meningkatkan penjaminan mutu (quality inssurance) dan efektivitas
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Lebih lanjut pada tingkat Kabupaten tujuan umum kebijakan
pengawasan adalah mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi
sistem pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
penyelenggaraan pengawasan internal, dengan tujuan khusus
peningkatan governance, manajemen risiko dan pengendalian internal
sehingga :

a. mendorong kualitas/keandalan informasi;

b. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
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¢. mendorong kinerja berupa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa melalui audit, reviu,
monitoring, evaluasi, koordinasi, dan aktivitas pengawasan lainnya,
menghilangkan hambatan (debottlenecking) dan melakukan
perbaikan kebijakan (policy recommendation) dengan menggunakan
prinsip-prinsip good governance atau asas-asas umum
pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk
Bestuur);

d. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi;

e. mengawasl disfunctional behavior penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan desa melalui pengamatan (surveillance) dan investigasi
(investigation).

Terkait tujuan tersebut APIP memegang peranan yang cukup penting
dalam sistem pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan
(controlling) APIP bertanggungjawab dalam mengevalusi dan menilai
fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan
koordinasi (coordinating) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Lebih
lanjut Dalam makna yang baru, pengawasan internal (APIP) tidak
hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan
yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan
tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku (oversight), namun juga memberikan jasa
konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (insight)
serta mampu mengidentifikasikan tren/perkembangan dan tantangan-
tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (foresight). Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
meliputi :

a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

. Sasaran:

Untuk mengetahui pada obyek pemeriksaan secara :

a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui capaian program atau kegiatan
dalam ukuran kuantitatif.

b. kualitatif, yaitu untuk mengetahui kesesuaian mutu dan kualitas
pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran dan rencana.

c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui kesesuaian kegiatan
pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan atau fungsi yang telah
direncanakan semula.

d. efisiensi, yaitu untuk mengetahui kehematan dan kecermatan
pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.

Isu Aktual Tingkat Kabupaten :

Isu aktual tingkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang yang  berpotensi mempengaruhi  penyelenggaraan

pengawasan tahun 2021 khususnya tahun 2021 diantaranya adalah :

a. Adanya temuan pemeriksaan BPK atas aset, belanja dan
infrastruktur yang harus ditindaklanjuti untuk mempertahankan
opini WTP;



Penerapan dan penyesuaian penyelenggaraan audit kinerja sesuai
dengan ketentuan pemeriksaan terbaru terintegrasi SIPD serta
dampaknya dan termasuk pengawasan atas pemeriksaan desa;

Mou APIP antara APIP dan APH terkait penyelenggaraan pengaduan
masyarakat;

Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Lumajang yang masih
perlu ditingkatkan dan belum terintegrasi sistem informasi;

Adanya perubahan beberapa kelembagaan dan risiko perampingan
organisasi/ kelembagaan;

Perlunya percepatan pemberantasan korupsi dengan
pengimplementasian Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan Saber Pungli dan TAPPA;

Perlunya percepatan dan penguatan implementasi SPIP serta
pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pemeriksaan
terhadap kecamatan lebih difokuskan;

. Adanya perubahan dan perkembangan peraturan dibidang
pengawasan yang harus diikuti dan disesuaikan oleh APIP,
Inspektorat Daerah dalam proses pengembangan sistem dan
prosedur pengawasan secara bertahap;

Perlunya peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal baik
melalui perbaikan sistem pengawasan tingkat kabupaten maupun
upaya lainnya, dalam rangka mendukung kesuksesan program/
kegiatan di tingkat kabupaten. Diantaranya perlunya standar dan
SOP dalam penyelenggaraan pengawasan serta penyelenggaraan
dan penguatan sistem informasi pengawasan internal;

Perlunya peningkatan sistem/ kebijakan di tingkat Kabupaten
dalam hal penyelengggaraan urusan/tupoksi, keuangan, barang,
dan SDM dengan meningkatkan efektivitas governance, manajemen
risiko, dan pengendalian internal khususnya dalam penerapan
Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengawasan, serta
sarana dan prasarana yang belum standar dan pemeliharaan
termasuk peralatan penunjang pemeriksaan fisik;

Perlunya peningkatan perhatian terhadap tindaklanjut atas temuan
hasil audit BPK, APIP lainnya maupun Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang. Serta peningkatan pemahaman kepada obyek
pemeriksaan bahwa pemeriksaan internal bertujuan untuk
meningkatkan kinerja auditi itu sendiri, sehingga sikap kooperatif
dalam pemeriksaan perlu ditegakkan;

. Perlunya penguatan pelayanan publik inspektorat Daerah termasuk
publikasi layanan kepada masyarakat;

. Adanya Kepala Desa yang berakhir masa jabatan perlunya
pemeriksaan atas pisah batas tanggungjawab dan kepatuhan,;
Adanya penyelenggaraan Lomba desa terintegrasi anti korupsi yang
perlu sosialisasi;

Adanya  risiko  penggunaan  teknologi  informasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan diantaranya :

1) Penyelenggaraan smart city;

2) Aktivitas Sistem informasi Presensi Lumajang (siperlu);

3) Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dan tax clearance;

4) Penggunaan e-office (Nadine);

5) Dst.

Perlunya mengedepankan aktivitas Probity audit dan pre audit
daripada post audit serta perlunya revitalisasi pemeriksaan
investigatif dengan meningkatkan forensik audit dan e-audit;
Beberapa risiko yang teridentifikasi tinggi :
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B.

1) Pengelolaan dana BOS dan pemenuhan Standar Pelayanan
Pendidikan pada urusan pendidikan;

2) Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan pada urusan kesehatan;

3) Belanja infratruktur dan belanja modal, hibah dan bansos serta
kebijakan daerah;

4) Pengamanan Aset Daerah;

5) Pengelolaan Dana Desa.

s. Perlunya percepatan Penguatan Reformasi Birokrasi yang
memerlukan dukungan, strategi pencapaian secara bertahap dan
berkelanjutan atas aktivitas :

1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB),

2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwul
anj;

3) Pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi;

4) Pengendalian Gratifikasi;

5) Penguatan Whistle Blowing System;

6) Penanganan Benturan Kepentingan; dst.

Adapun pertimbangan risiko disajikan dalam analisa Inspektorat
Daerah Kabupaten Lumajang untuk setiap urusan.

Program kerja pengawasan tahunan ini (PKPT) diarahkan untuk
mencapai tujuan pengawasan internal Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan dengan
mengatasi kelemahan yang ada secara berkelanjutan (continous
improvement) dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Strategis
pengawasan.

Tujuan Penyusunan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT} tahun 2021, disusun
untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penugasan pengawasan
internal (pemeriksaan, reviu, evaluasi, dan lain-lain) di lingkungan
pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dan evaluasi.

Ketentuan Umum

1. Pengawasan

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa
asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dengan kata lain
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha,
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
tujuan lainnya.

2. Pelaksana Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP} adalah Instansi
Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan
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pengawasan yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten yang bertanggung

jawab kepada Bupati, sedangkan pelaksananya adalah:

a. Pengawas (comptroller] penyelenggaraan urusan pemerintah di
Daerah (P2UPD)
P2UPD adalah PNS yang merupakan pejabat fungsional yang diberi
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan lebih khusus
pada pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan
pemerintahan di daerah dan aspek lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk dan atas nama APIP, baik secara
mandiri maupun bersama-sama dengan pejabat lainnya.

b. Pemeriksa (auditor)
Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan pejabat
fungsional yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan
pemeriksaan yang lebih khusus pada aspek pengelolaan keuangan
pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP, baik secara
mandiri maupun bersama-sama dengan pejabat lainnya.

c. Aparatur Pengawasan
Aparatur Pengawasan adalah PNS yang karena jabatannya
melaksanakan  tugas pengawasan atas  penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri
atau Bupati, baik pejabat fungsional tertentu, fungsional umum
maupun pejabat struktural.

3. Jenis Pengawasan (Control)

Pengawasan dilakukan melalui :

a. Pemeriksaan (Audit)
Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran/ kewajaran,
kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

b. Reviu (Review)
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

¢. Penilaian (Evaluation)
Penilaian (Evaluation) adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.

d. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan adalah  proses penilaian kemajuan  suatu
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Aktivitas pengawasan lainnya yang tidak termasuk dalam jenis
pengawasan sebelumnya.

4. Jenis Pemeriksaan/Audit (Audit Type)
Jenis Pemeriksaan/Audit (Audit Type) meliputi :
a. Audit Kinerja (Performance Audit)
Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi,
dan audit aspek efektifitas. Audit kinerja yang bertujuan untuk
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memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi
pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif dengan terlebih
dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi
terkait kinerja. Dalam Audit kinerja diselenggarakan audit atas SPI,
kepatuhan dan keuangan dalam tataran root cause.

b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan adalah audit yang ditujukan untuk menilai
kepatuhan auditi terhadap Kebijakan/sistem/peraturan perundang-
undangan tertentu yang menjadi obyek audit dengan terlebih
dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi
terkait.

c. Audit Keuangan (Financial Audii)
Audit Keuangan adalah audit yang ditujukan untuk menilai
kewajaran atas rekening pada laporan keuangan/dokumen
penatausahaan keuangandengan terlebih dahulu menilai keandalan
sistem pengendalian internal auditi terkait pengelolaan keuangan.

d. Audit/ Pemeriksaan Reguler
Audit yang diselenggarakan secara berkala kepada auditi dengan
tujuan untuk menilai kinerja, tingkat kepatuhan serta kewajaran
atas rekening pada laporan keuangan dengan terlebih dahulu
menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi terkait.

e. Audit/ Pemeriksaan Gabungan
Audit yang diselenggarakan secara berkala kepada auditi dengan
tujuan untuk menilai kinerja, tingkat kepatuhan serta kewajaran
atas rekening pada laporan keuangan untuk obyek pemeriksaan
dengan risiko tinggi/ luas sehingga memerlukan sumberdaya yang
relative besar dengan terlebih dahulu menilai keandalan sistem
pengendalian internal auditi terkait.

f.  Audit/ Pemeriksaan Khusus atau Dengan Tujuan Tertentu (Audit for
Special Purposes)
Audit yang diselenggarakan secara insidentil dengan tujuan khusus
dan spesifik kepada auditi sesuai ketentuan perundang-undangan.

g. Audit/Pemeriksaan Investigatif (Investigative Audit)
Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan
mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan
pelakunya guna dilakukan tindakan selanjutnya. Audit investigatif
pada dasarnya termasuk Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit
yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang
diaudit, dimana audit ini umunya dilakukan terhadap masalah
yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi/ bersifat khas/
kasus dan pengaduan.

5. Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System)
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. RUANG LINGKUP
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pengawasan

internal meliputi :
a. Administrasi Umum Pemerintahan;
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1) Kebijakan daerah;
2) Kelembagaan;
3) Pegawai daerah;
4) Keuangan daerah; dan
5) Barang daerah.
b. Urusan Pemerintahan.
1) Urusan pemerintahan wajib baik Berkaitan Pelayanan Dasar
maupun Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
2) Urusan pemerintahan pilihan;
3) Urusan pemerintahan umum sesuai kewenangan;
4) Dana Dekonsentrasi;
5) Tugas pembantuan; dan
6) Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
Dimana aspek tersebut juga dapat digolongkan menjadi :
1) Penyelenggaraan Kebijakan;
2} Penyelenggaraan urusan (core bisnis);
3} Pengelolaan sumberdaya (keuangan, kepegawaian, aset, dll).

2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang
lingkup:
a. Administrasi umum dan urusan pemerintahan desa;
b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah
Kabupaten;
c. Pemeriksaan khusus/ dengan tujuan tertentu termasuk kasus dan
pengaduarn.

III. SASARAN DAN AKTIVITAS PENGAWASAN

A. Sasaran
Sasaran pengawasan internal antara lain pada intinya adalah fungsi
manajemen lebih detail dalam governance, manajemen risiko dan sistem
pengendalian internal yang berdampak terhadap :
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan aktivitas/ program/ kegiatan;
3. Keandalan pelaporan keuangan.

B. Aktivitas Pengawasan Internal
1. Pemeriksaan (Audi)

Aktivitas pemeriksaan internal dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan/ Audit dengan berbagai tujuan dan jenis audit pada obyek
pemeriksaan/audit. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pengawas/
Pemeriksa/ auditor harus mematuhi kode etik dan standar audit dan
peraturan  lainnya untuk menjamin  kualitas audit yang
diselenggarakan. Standar audit dan kode etik yang digunakan harus
dicantumkan dalam laporan audit untuk masing-masing jenis audit.
Lebih lanjut pada tahun 2021 diselenggarakan pemeriksaan
sebagaimana terlampir termasuk pemeriksaan akhir masa jabatan
kepala desa.

Pemeriksaan khusus/ PDTT tersebut dapat diselenggarakan secara
keseluruhan atau hanya sebagian dengan mempertimbangkan kondisi
capaian penyelenggaraan PKPT tahun 2021, dan apabila masih
memiliki anggaran memadai serta waktu memadai dapat melakukan
pemeriksaan khusus yang diluar ketentuan tersebut. Lebih lanjut
dengan diselenggarakan pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan
Identifikasi kelemahan sistem/kebijakan dan temuan lainnya untuk
kemudian dilakukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas
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sistem pengendalian internal sehingga efektivitas dan efisiensi,
kepatuhan dan kewajaran pengelolaan keuangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat tercapai.

Lebih lanjut pemeriksaan reguler gabungan (RIKGAB) merupakan
kebijakan penyelenggaraan pemeriksaan kepada Perangkat Daerah
tertentu yang mempunyai rentang kendali dan risiko yang besar dan
akan sulit dilakukan secara berkualitas apabila dilakukan oleh tim
kecil, diantara Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler
gabungan tahun 2021 adalah :

1) Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan

Unsur Sekretariat Daerah, Pertanahan, dan fokus pengawasan

pemerintahan umum pada seluruh bagian.
2) Perusahaan Daerah

3 (tiga) Perusahaan daerah yang ada merupakan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dimana pemeriksaannya dilaksanakan secara

serentak dengan output sebanyak 3 (tiga) laporan hasil
pemeriksaan.

Sedangkan fokus Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan
pemerintah Kabupaten/Kota difokuskan pada :
1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:

a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke
daerah kabupaten/kota;

b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah
kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan

c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan
daerah berdasarkan pembagian urusan.

2) Kelembagaan daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan
perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi,
penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa
lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa,

3) Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan
bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 {dua puluh) jam
pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan
pendidikan dan urusan kesehatan;,

c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan
mutasi kepegawaian;

d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional
binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam
kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem
informasi administrasi kependudukan; dan

¢) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri
sipil.

4) Keuangan daerah, dengan sasaran:

a} kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan yang menjadi kewenangan daerah;

b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan
peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
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c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak
dan retribusi daerah;

d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah,

€) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan
hibah dan bantuan sosial; dan

f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.

5) Pembangunan daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan yang menjadi kewenangan daerah;

b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan
daerah; dan

c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one mappolicy).

6) Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan
terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan

c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi
Ombudsman.

7) Kerja sama daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah
lain;

b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan
pihak ketiga; dan

c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan
lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

8) Kebijakan daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:

(1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
(2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
(3) pemberian nomor register; dan

(4) pembatalan peraturan kepala daerah.

b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum
dan/atau kesusilaan; dan

c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

9) Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan
sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta
kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban,
larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya
pengawasan umum Kabupaten bertuyjuan untuk meyakinkan
pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus sasaran,
indikator, dan langkah kerja pengawasan umum yang sesuai
kewenangan daerah kabupaten meliputi :
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a. Aspek Pembagian Umum

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Penataan Percepatan Pembinaan dan | Pemeriksaan
Wilayah dan | Penyelesaian | pengawasan upaya yang
Pembangunan | batas desa oleh Gubernur, | dilakukan
Daerah Bupati terhadap | Bupati  dalam

penetapan dan | rangka

penegasan batas [ penetapan dan

desa penegesan
batas desa.

b. Aspek Kelembagaan Daerah

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Reformasi Penataan Penataan 1) Periksa apakah
Birokrasi Kelembagaan Kelembagaan tipilogi/klarifik

dan dan asi dan uraian
Kepegawaian Kepegawaian tugas
Perangkat daerah sesuai| Inspektorat
Daerah Provinsi | dengan Daerah, RSUD,
dan Kabupaten | ketentuan dan RSKD
perundang- sudah  sesuai
undangan dengan PP 72
Tahun  2019;
dan
2) Periksa
mekanisme
pengangkatan
dan
pemberhentian

pada Inspektur
Daerah dan
Inspektur
Pembantu apa
sudah  sesuai
dengan PP 72
Tahun 2019

c. Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pembangunan | Penerapan Tingkat 1. Periksa formasi
Manusia Jabatan kualitas dan  keadaan

Fungsional pembinaan eksisting

Satpol PP, | masing-masing masing-masing

Pemadam jabatan jabatan

Kebakaran fungsional fungsional;

dan P2UPD 2. Periksa
penerapan
SOP, sarana

dan prasarana
Satpol PP dan
pemadam
kebakaran
sesual dengan
standar
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Pelayanan
Minimal; dan
3. Periksa sinergi
pelaksanaan
tugas P2UPD

dan Auditor.

d. Aspek Keuangan Daerah

asli Daerah

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Transformasi | Kebijakan Peningkatan 1) Periksa
Ekonomi Peningkatan |dan perhitungan

Pendapatan | Pemanfaatan Pendapatan Asli

pendapatan asli
Daerah

Daerah;

2) Periksa
pencapaian
target pajak dan
retribusi; dan

3) Periksa
pemanfaatan
atas pendapatan
Asli Daerah.

Kebijakan
Pengeloaan
Barang Milik
Daerah

Pemanfaatan
BMD dalam
rangka
meningkatkan
PAD

1) Periksa aset

yang
dimanfaatkan
oleh pihak
ketiga;

0) Periksa
pemanfaatan
aset tersebut
apakah dapat
meningkatkan
PAD.

Kebijakan
Penerimaan
Daerah dari
Konstribusi
BUMD

Pendirian
BUMD  sesuai
dengan tujuan
pembentukan

1) Periksa apakah
BUMD telah
memberikan
manfaat bagi
perkembangan
perekonomian
daerah;

2) Periksa apakah

BUMD telah

memberikan

kemanfaatan
umum  berupa
penyediaan
barang
dan/atau jasa
yang  bermutu
bagi pemenuhan
hajat hidup
masyarakat; dan

3) Periksa apakah

BUMD telah

berorientasi

pada laba dan/
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
atau
keuntungan,

Pembinaan Akuntabilitas |1) Konsistensi 1) Periksa hasil
Pengawasan | pengelolaan kebijakan pembinaan dan
Penyelenggar | keuangan pusat dan | pengawasan
aan desa dan | daerah dalam | Kepala Daerah
Pemerintaha | kelurahan rangka terhadap
n Daerah dan | (Provinsi ke | menuju desa| dokumen
desa kabupaten) mandiri perencanaan
2) Kepatuhan dan anggaran
pemerintah desa;
daerah dalam [2) Periksa hasil
implementasi tindaklanjut
DAU pembinaan dan
tambahan pengawasan
kelurahan Kepala Daerah
terhadap
dokumen
perencanaan
dan  anggaran
desa; dan
3) Periksa  tugas

Kepala Daerah
dalam
melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
pembangunan
sarana dan
prasarana
kelurahan dan
pemberdayaan
masyarakat
vang efektif.

. Aspek Pelayanan Publik Daerah

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Peningkatan
Pelayanan
Publik dan
kemudahan
Berusaha
dan
Investasi

Penyelenggara
an Perizinan
dan
kemudahan
Berusaha/Inve
stasi serata
Izin Lokasi

1) Penyederhanaan

jenis pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan;

2) Penyederhanaan

Prosedur
Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan.

1) Periksa
apakah telah
dilaksanakan
penyederhana
an jenis
pelayanan
perizinan dan
non perizinan,;

2) Periksa
penerapan
penyederhana
an jenis
pelayanan dan
prosedur.
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f. Aspek Pembangunan Daerah

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Pembangunan
Infrastruktur/
sarana

Integrasi
Sistem
Informasi
Pemerintahan
Daerah

1) Tersedianya
Informasi
pembangunan
Daerah;

2) Tersedianya
Informasi
Keuangan
Daerah;

3) Tersedianya
Informasti
Pemerintah
daerah
lainnya.

1) Periksa
informasi
pembangunan
Daerah telah
memuat: data
perencanaan
pembangunan
daerah,
analisis
Profil
Pembangunan
Daerah; serta
Informasi
perencanaan
pembangunan
daerah;

2) Periksa

informasi

keuangan

daerah telah
memuat data
yang lengkap;

3) Periksa

Informasi

Pemerintahan

Daerah

lainnya telah

memuat;

Informasi

LPPD,

Informasi

EPPD,

Informasi

Perda.

dan

dan

. Aspek Kerja Sama Daerah

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Transformasi
Ekonomi

Kebijakan
peningkatan
daya saing
daerah melalui
kerjasama
pengembangan
ekonomi

1) Meningkatkan
PAD;

2) Terbukanya
lapangan kerja
bagi
masyarakat.

1) Periksa
dokumen
kerjasama
antara Pemda
dan Pihak
Terkait;

2) Periksa
Progres hasil
kerjasama
terhadap
peningkatan
PAD dan
Kesejahteraan
Masyarakat
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h. Aspek Kebijakan Daerah

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Penyederhan
aan Regulasi

Harmonisasi
kebijjakan atas
Peraturan
Daerah, Pajak
Daerah, dan

Tersedianya

produk hukum | tindaklanjut atas
terkait | hasil

daerah

pajak dan
retribusi daerah | daerah.

Periksa

evaluasi

produk hukum

Retribusi yang dapat
daerah dalam | memberikan
rangka kemudahan
memberikan investasi.
kemudahan
investasi.
Lebih lanjut fokus sasaran, indikator, dan langkah kerna

pengawasan teknis yang sesuai kewenangan kabupaten sebagai

berikut :

1. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pengawasan |Ibu  hamil | 1) Persentase [1) Periksa bahwa alokasi
Penurunan |dan anak Ibu Hamil| anggaran, target
Stunting usia 0-2 Kurang sasaran dan target lokus

tahun Energi terkait stunting telah
Kronik yang | mendukung program
mendapat percepatan penurunan
makanan stunting
tambahan; |2) Periksa bahwa
2) Presentase penyusunan Norma,
Ibu Hamil| Standar Prosedur, dan
yang Kriteria (NSPK) telah
mendapat disusun secara efektif
Tablet dan efesien.
Tambah 3) Periksa bahwa
Daerah perencanaan pengadaan
(TTD) 90| barang terkait
tablet penurunan stunting
selama telah berdasarkan
masa kebutuhan.
kehamilan; |4) Periksa pendistribusian

3) Persentase

bayi usia
kurang dari
6 bulan
yang
mendapat
ASI eklusif;

4) Persentasi

bayi baru
lahir

hasil pengadaan barang
dari  kabupaten ke
puskesmas telah tepat
jumlah, tepat kualitas/
spesifikasi dan tepat
waktu.

S) Periksa bahwa Makanan
Tambahan (MT) telah
tepat sasaran, tepat
jumlah dan tepat waktu.

mendapat  |6) Periksa bahwa
inisiasi pelaksanaan pelayanan
Menyusu Ante Natal Care (K4)
Dini (IMD); dilakukan minimal 4
D) Persentase kali semasa kehamilan
balita kurus | dan pemeriksaan
yang dilakukan secara
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
mendapat berkualitas dan sesuai
makanan standar.
tambahan; |7) Periksa pemantauan

6) Persentase Tumbuh kembang Balita
remaja telah berjalan secara
Putri yang| optimal.
mendapat [8) Periksa sasaran lokus
Tablet edukasi pemberian ASI
Tambahan Eklusif pada bayi 0-6
Daerah bulan telah mencakup
(TTD). seluruhnya.

9) Periksa bahwa program
pelaksanaan intervensi
gizi seimbang/STBM
Stunting telah sesuai
dengan ketentuan dan
target indikator yang
telah ditetapkan.

10} Periksa bahwa aplikasi

sigizi terpadu berfungsi
secara optimal.

11) Periksa  pelaksanaan
penugasan khusus
tenaga kesehatan
dalam mendukung
nusantara sehat telah
sesuai dengan
ketentuan.

Catatan 11 langkah

kerja tersebut akan

didetilkan dalam langkah-
langkah kerja selanjutnya

Pengawasan | Individu dan | Eliminisasi TB | Langkah  Kerja  audit

Eliminisasi | Masyarakat | pada tahun | Tingkat Kabupaten Kota

Tubercolusis | terhadap 2035 dan | dan dapat dilakukan uji

(TB) penularan Indonesia petik ke puskesmas
Tubercolusis | bebas TB | terpilih.

tahun 2050 | 1) Tahap  Perencanaan,

Indikator dapatkan kebijakan

Dampak : program terkait TB di

1) Angka Kabupaten dan

Prevelansi bandingkan dengan

TB kebijakan Provinsi dan

2) Angka Pusat, bandingkan

Insidensi target bandingkan

TB dengan capaian

3) Angka kab/kota, dapatkan

Mortalitas perencanaan obat dan

TB usulan dari kab/kota,

dapatkan perencanaan

Indikator kebutuhan bahan

utama: habis pakai dan alat

1) Cakupan penunjang lainnya

Pengobatan apakah sudah sesuai

semua ketentuan, cek
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
kasus TB ketersediaan SDM
vang diobati | 2) Dalam Tahapan
(case Pelaksanaan kaji
Detection pelaksanaan
Rate/CDR) peningkatan SDM

2) Angka untuk petugas tingkat
Notifikasti kabupaten telah sesuai
semua ketentuan, pengadaan
kasus TB dan distribusi bahan
(Case habis dan alat
Notification penunjang lainnya
Rate) yang telah sesuai usulan
diobati per dan  stok  opname
100.000 terakhir, lakukan
penduduk pemantauan mutu

3) Angka obat, Cek
keberhasila Laboratorium Rujukan
n Nasional, Petunjuk
pengobatan Pelaksanaan dan
TB Semua Petunjuk Teknis
Kasus apakah sudah dikirim

4} Cakupan ke daerah
penemuan | 3) Tahap Pelapoan
kasus Lakukan Uji Capaian
Tuberkolosi indikator, dapatkan
s Ristensi laporan
Obat (TB- pertanggungjawaban
RO /TB- apakah telah sesuai
MDR) dengan waktu yang

5) Angka ditetapkan, aplikasi
keberhasila SITT apakah telah
n mendukung dan
pengobatan menyajikan analisis
pasien TB Tahapan Pengawasan
Resensi lakukan  pengecekan
Obat (TB- apakah pelaksanaan
RO/TB- supervise, monitoring
MDR) dan evaluasi sudah

6) Presentase sesual ketentuan, dan
pasien TB pelaksanaan tersebut
yang telah dilengkapi
mengetahui dengan laporan dan
status HIV hasil tindaklanjutnya

Langkah kerja audit

Indikator kabupaten dijabarkan

Operasional : lebih terperinci dalam

1) Persentase Keputusan Irjen
kasus Kemenkes RI No. HK
pengobatan 02.02/1V.2/3777/2018
ulang TB tentang Pedoman Audit
yang Program Pencegahan
diperiksa Tuberkulosis
uji
kepekaan
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

obat

dengan Tes
Cepat
Molekuler
atau
metode
Konservatif

2) Presentase

kasus TB
Resisten
Obat
melalui
pengobatan
lini kedua

3) Presentase

Pasien TB-
HIV  yang
mendapatk
an ARV
selama
pengobatan
TB

4) Persentase

Lab
Mikroskopi
k mengikuti
uji silang

5) Persentase

Lab
Mikroskopi
k mengikuti
uji  silang
dengan
hasil baik

6) Cakupan

penemuan
kasus TB
Anak

7) Cakupan

anak < 5
tahun yang
mendapat

pengobatan
pencegahan
INH

8) Jumlah

kasus TB
yang
ditemukan
di populasi
khusus
(Lapas/Rut
an, Asrama,
Tempat
Kerja,
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Institusi
Pendidikan,
Tempat
Pengungsia
n)

9) Persentase
kasus TB
yang
ditemukan
dan
ditunjuk
oleh
Masyarakat
atau
Organisasi
Masyarakat

2.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaaan

Umum dan Penataan

Ruang
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Bidang 1) Target 1) Jumlah - Pelajari Permen
Irigasi Nasional penambahan PUPR No.
Pembangun luas layanan 02/PRT/M/2019
an Irigasi 1 irigasi Melakukan
(Satu) Juta [2) Jumlah luas Pengawasan
Ha daerah Capaian SPM dan
2) Rehabilitasi irigasi yang NSPK;
Irigasi 3 direhabilitasi | - Periksa Capaian
(tiga) Juta SPM dan NSPK :
Ha a. Dapat SPM
Bidang Meningkatkan | Prosentase Bidang Air
Jalan konektivitas kawasan Minum, Sanitasi
dalam rangka | prioritas dan dan Perumahan
mewujudkan | simpul b. Dapatkan NSPK
integrasi transportasi di Bidang Jalan
fungsi yang terhubung dan  jembatan
jaringan jalan, | (dapat diakses) serta bidang
meningkatkan |jaringan jalan irigasi
akses ke nasional/jalan c. Dapatkan
daerah tol dokumen
potensial Rencana Kerja
(Kawasan Pemerintah
Industri/Kawa Daerah
san ekonomi d. Dapatkan
khusus, dokumen
pertanian, realisast
perkebunan), pelaksanaan
Pelabuhan, penyelenggaraan
Bandar udara, DAK BEvaluasi
membuka realisasi
daerah pelaksanaan
terisolasi, DAK  terhadap
terpencil, SPM dan NSPK
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
tertinggal, yang ada
perbatasan
serta kawasan Periksa ketaatan
pulau-pulau terhadap ketentuan
kecil dan perundang-
terluar, undangan :
transmigrasi, a. Memastikan
dan pariwisata bahwa
(Kawasan perencanaan
Strategis sudah sesuai
Pariwisata dengan
Nasional dan kebutuhan
Daerah) lapangan dan

Bidang Air | Mewujudkan | Presentase desain awal
Minum 100% (seratus | rumah tangga b. Memastikan
persen) akses | yang proses
pelayanan menempati pengadaan
dasar air hunian dengan barang dan jasa
Minum akses air sesuai dengan
minum layak ketentuan
Bidang Mewujudkan | Persentase c. Memberikan
Sanitasi 100% (seratus | rumah tangga keyakinan
persen) akses |dengan  akses terbatas
pelayanan sanitasi layak terhadap
dasar sanitasi | dan aman kualitas dan
pembayaran

item pekerjaan
yang terpasang
di lapangan
Memastikan
kelengkapan dan
keabsahan
administrasi
kontrak

Periksa
Akuntabilitas
Pengelolaan DAK :

a.

Memastikan
pengeluaran
telah didukung
bukti-bukti yang
memadai dan
pembukuan
bendahara
sesuai ketentuan

. Memastikan

bahwa
pengamanan
BMN sudah
dilakukan secara
memadai dan
pencatatan asset
telah
dilaksanakan
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3.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Rumah Meningkatkan | Persentase Periksa pelaksanaan
Swadaya kualitas hidup | pemenuhan dokumen

masyarakat kebutuhan perencanaan terkait
berpenghasilan | rumah layak | kebutuhan rumah
rendah huni bagi RT| layak huni
MBR
Rumah Meningkatkan | Presentase Periksa pelaksanaan
Khusus kualitas hidup | pemenuhan dokumen
masyarakat kebutuhan perencanaan terkait
berpenghasilan | rumah layak | kebutuhan rumah
rendah huni bagi RT| layak huni bagi RT
MBR MBR

4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pembinaan | Pembumian Revitalisasi 1) Periksa
Stabilitas nilai-nilai dan pelaksanaan
Politik pancasila di | aktualisasi kegiatan
daerah nilai-nilai revitalisasi dan
pancasila aktualisasi  nilai-
terlaksana nilai Pancasila
2) Periksa
pelaksanaan
kegiatan
revitalisasi dan
aktualisasi  nilai-
nilai pancasila di
kabupaten
Peningkatan | Penyelenggaraa | Mutu 1) Periksa apakah
Pelayanan n SPM | Pelayanan mutu  pelayanan
Publik, trantibum dasar, dasar telah sesuai
Kemudahan | linmas sesuai | kriteria dengan SPM.
Berusahan | standar penerima dan |2) Periksa apakah
dan tata cara kriteria telah
Investasi pemenuhan sesuai dengan SPM
standar 3) Periksa apakah
terpenuhi. tata cara
pemenuhan
standar telah
sesuai dengan SPM
Pembuatan | Tersedianya Persentase 1) Dapatkan dan
Rencana data/informasi | penyelesaian pelajari  dokumen
Kontijensi tentang dokumen Kajian Risiko
{Renkon) rencana sampai Bencana;
kontijensi dengan 2) Identifikasi potensi
bencana dalam | dinyatakan bencana tertinggi
bentuk sah/legal daerah tersebut
dokumen resmi berdasarkan
dokumen KRB;
3) Dapatkan dan
pelajari  dokumen
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1)

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

4)

5)

6)

7)

Renkon daerah
tersebut;
Dapatkan
SOP/Protap
masing-masing
OPD/Instansi;
Bandingkan dan
pelajari tugas
pokok dan fungsi
OPD terkait dalam
keadaan terdapat
bencana, dengan
tugas dan fungsi
instansi yang
sebenarnya;
Dapatkan dan
pelajari data
tentang
penempatan
sumber daya yang
dimiliki  masing-
masing OPD dalam
keadaan terdapat
potensi bencana,;
Telusuri apa saja
kegiatan yang
telah dilakukan
berkaitan dengan
Rencana
Kontijensi, bila
ada apakah
dilakukan secara
periodik;

Telusuri  apakah
Renkon sudah
terdokumentasika
n dan
disosialisasikan
secara memadai;
Telusuri, apakah
Renkon sudah
dilakukan
pemutakhiran
secara berkala;

Penyusunan
Rencana
Penanggula
ngan
Bencana
(RPB)

Tersedianya
data/informasi

tentang

dan

jenis
risiko

bencana dalam
bentuk
dokumen yang
sah/legal

Persentase
penyelesaian
dokumen
sampai
dengan
dinyatakan
sah/legal

3)

Dapatkan dan
pelajari Perka
BNPB Nomor 04
Tahun 2008;
Dapatkan dan
pelajari  dokumen
RPJMD daerah
tersebut;
Dapatkan dan
pelajari  dokumen
KRB daerah
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

tersebut;

4) Dapatkan dan
pelajari  dokumen
RPB daerah
tersebut;

5) Dapatkan dan
pelajari juklak
penyusunan RPB;

6) Dapatkan dan
pelajari  dokumen

IKD daerah
tersebut;

7) Dapatkan dan
pelajari tugas

pokok dan fungsi
SKPD terkait yang
ada dalam
dokumen RPB
daerah tersebut;

8) Pelajari  tentang
rencana aksi yang
ada dalam
dokumen RPB
daerah tersebut;

9) Pelajari dan
bandingkan
jumlah  rencana
alokasi anggaran
PB yang ada
dalam RPB dan
RPJMD dengan

realisasinya;
10) Telusuri apa saja
kegiatan yang

telah dilakukan
berkaitan dengan
RPB,bila ada
apakah dilakukan
secara periodik;

11) Telusuri apakah
RPB sudah
disahkan menjadi
Peraturan Daerah,
minimal Peraturan
Kepala Daerabh,;

12) Telusuri  apakah
RPB sudah
terdokumentasika
n dan
disosialisasikan
secara memadai;

13) Telusuri apakah
RPB sudah di
evaluasi  secara
periodik;
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

14} Telusuri apakah
RPB sudah
dilakukan
pemutakhiran
setiap 2 tahun
sekali dan
ditetapkan S
tahunan;

15) Buatkan
kesimpulan.

5. Urusan Pemer

intahan Bidang Sosial

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pemenuhan | Data Terpadu | Penyediaan 1) Pemantauan,
SPM Kesejahteraan | Data Penduduk monitoring  dan
Rehabilitasi | Sosial Miskin dan evaluasi
Sosial oleh Rentan Miskin Pelaksanaan SPM
Pemerintah yang Bidang Sosial
an Daerah terverifikasi melalui Dinas
Pemenuhan | 1) Penyanda |Pemenuhan Sosial.

SPM ng Kebutuhan 2) Menyusun
Rehabilitasi Disabilitas | Dasar dan standar audit
Sosial oleh | 2) Anak Rehabilitasi Pelayanan Sosial
Pemerintah terlantar Sosial Kepada Dasar Wajib bagi
an Daerah 3) Lanjut Penerima Inspektorat
usia Manfaat sesuai Daerah.
terlantar Standar 3) Sosialisasi
4) Gelanda Pelayanan Standar Audit
ngan dan | Minimal (SPM) Pelayanan Sosial
Pengemis Dasar Wajib bagi
Pemenuhan | Korban Pemenuhan Inspektorat
SPM Bencana Kebutuhan Daerah.
Rehabilitasi | Alam Dasar dan | 4) Asistensi kepada
Sosial oleh LayananPsycho aparat pengawas
pemerintah social dalam internal
Daerah Pelayanan pemerintah
Dasar Saat Daerah terhadap
Tanggap penerapan
Darurat dan standart Audit
Pelayanan pelayanan Sosial
Dasar setelah Dasar Wajib bagi
Tanggap Inspektorat
Darurat Daerah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga Kerja

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Layanan 1) Penempatan |1) Terlaksanany | 1) Survei
Penempatan peran a kegiatan pendahuluan
Tenaga Pengantar Penyuluhan pada satker;
Kerja kerja di| dan 2) Pengumpulan

Daerah dalam | Bimbingan dan Verifikasi
rangka jabatan di data;
melakukan 113 lokasi| 3) Pengujian
penyuluhan yang memiliki Sistem
bimbingan pejabat Pengendalian
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
jabatan fungsional Intern;
kepada para| pengantar 4} Pengujian/eval
pencari kerja| kerja; uasi
dan Jjob {2) Terlaksanany manajemen
canvassing ke | a kegiatan risiko; dan
perusahaan Job 5) Audit lanjutan
guna canvassing
mewujudkan oleh 336
tercapainya orang
sasaran pengantar
nasional kerja;
layanan 3) Pengisian
penempatan aplikasi
tenaga kerja; SISNAKER

2) Memperkenal yang
kan aplikasi| dilakukan
SISNAKER oleh
kepada perusahaan
Perangkat setelah
Daerah dilakukan job
terkait canvassing,
informasi 4) Terpenuhinya
pasar kerja| lowongan
baik dari sisi{ Pekerjaan
supply yang
maupun ditawarkan
demand. perusahaan
dengan
pencari kerja
sesuai
kualifikasi
jabatan yang
ada.
Penyelengga | 1) Memberikan | Terselenggaran | 1) Survei
raan bekal ya  pelatihan pendahuluan
pelatihan kompetensi berbasis pada satker;
berbasis bagi calo | kompetensi 2) Pengumpulan
kompetensi tenaga kerja| pada balai dan verifikasi
pada Balai sehingga Latihan Kerja data;
Latihan mampu Komunitas 3) Pengujian
Kerja mengisi (PBK BLK sistem
komunitas peluang kerja | Komunitas) Pengendalian
(PBK BLK atau pada pondok Intern;
Komunitas) meningkatka | Pesantren dan | 4) Pengujian/Eval
n kompetensi | Yayasan. uasi
tenaga kerja manajemen
di BLK risiko;dan
Komunitas; S) Audit lanjutan.
2) Meningkatny
a kompetensi
peserta
pelatihan
sehingga
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

secara
bertahap
mampu
bekerja baik
di industri
maupun  di
dunia usaha
(wirausaha).

7.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

Pengumpulan | Implementasi Data 1) Dapatkan

data IR | komitmen perempuan kebijakan IR

tingkat pemangku korban tingkat daerah

daerah kepentingan kekerasan 2) Dapatkan data

dalam sebagai pelaku komitmen

membangun IR |IR antara

di daerah Gubernur
dengan Bupati

3) Dapatkan data
komitmen
dengan Dinas

4) Lakukan
wawancara
untuk
pendalaman
data yang
didapat

5) Lakukan
observasi
lapangan

6) Lakukan
analisis
implementasi
komitmen

7) Buat
kesimpulan

8. Urusan Pemerintahan bidang pangan

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

Pemenuhan | Rasio Produksi | Setiap warga | 1) Dapatkan data

kebutuhan | terhadap Negara luas

pangan oleh | kebutuhan Tercukupi pertanaman

pemerintah | komuditas Kebutuhan komoditas

daerah pangan strategis | Pangan pangan
strategis di
suatu daerah
(Kabupaten/Ko
ta);

2) Dapatkan data
produksi
komoditas
pangan
strategis di
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

3)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

suatu daerah
(Kabupaten);
Cek secara
sampling
kebenaran data
statistik
pertanian;
Dapatkan data
kebutuhan
komoditas
pangan
strategis
disuatu daerah
(kebutuhan);
Bandingkan
data produksi
dengan data
kebutuhan
komoditas
pangan
strategis;
Dapatkan data
harga
komoditas
pangan
strategis di
tingkat petani
Dapatkan data
harga pasar
komoditas
pangan
strategis;
Lakukan
analisis
kuantitatif
terkait jumlah
kebutuhan
komoditas
pangan
strategis
terhadap hasil
produksi, harga
ditingkat petani
terhadap harga
pasar dengan
data kuantitatif
lainnya
(pemasukan
komoditas
pangan
strategis dari
daerah lain);
Buat
kesimpulan
kemudian
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

10)

dokumentasika
n semua hasil
Pelaksanaan
langkah kerja
dalam  kertas
kerja audit;
Jika ada
penyimpanan
material yang
layak menjadi
temuan, buat
pointers
tentang atribut
temuan untuk
didalami lebih
lanjut

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pengamanan | Aset  pemda | Tercatatnya 1) Bandingkan data
dan yang  belum | seluruh aset aset yang telah
Pemanfaatan | disertifikatkan | pemda tercatat maupun
aset pemda belum tercatat;

2) Lakukan
pemeriksaan
dokumen
sehubungan
dengan
penyebab  aset
yang belum
tercatat tersebut
(apakah
kekurangan atas
hak/surat-
surat);

3) Lakukan feld
audit
sehubungan
dengan aset
belum  tercatat
(apakah dikuasai
pihak lain};

4) Analisa
penyebab  aset
tersebut
dikuasai pihak
lain.

Efektivitas Subjek dan | Terlaksananya 1) Memastikan

konsultasi Objek tanah | pelaksanaan pihak yang
publik terdampak pengadaan diundang dalam
dalam pengadaan tanah untuk konsultasi

keberhasilan | tanah untuk | kepentingan publik adalah
pengadaan kepentingan umum yang pihak yang
tanah umum kondusif dan benar - benar
(sehubungan tepat waktu terdampak, baik
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dengan data terhadap pemilik
awal vyang tanah, atau
digunakan penggarap.
dalam Dasar awal yang
proposal dapat digunakan
pengadaan untuk
tanah) mengundang

pihak yang
berhak  adalah
dapat
menggunakan

2)

alas bukti hak
adat yang diakui
seperti Girik,
Petuk, Petitil, dll.
Atau data
pembayaran PBB
(Fiscal Cadastre).
Untuk
penggarap harus
dipastikan
dasar-dasar
bukti
penggarapan
seperti 1zin
garap, izin
pemanfaatan
atau bukti sewa
jika sewa.
Membandingkan
dokumen alas
bukti hak yang
dimiliki maupun
bukti izin garap
dengan identitas
pihak yang
berhak atau
dikuasakan yang
diundang dalam
konsultasi
publik

Lakukan field
audit terhadap
tanah yang
diajukan dalam
daftar nominative
pengadaan
tanah
(memastikan
kesesuaian data
yang dimiliki
oleh pemilik dan
penggarap atas
lokasi tanah
vang diajukan
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Percepatan |Jumlah RDTR | 1) Tersedianya |Hitung jumlah yang
Penyusunan |yang sedang materi teknis | RDTR nya sudah
rencana disusun RDTR,; Perda
Detail Tata | daerah 2) Tersedianya
Ruang Perda RDTR;

(RDTR)

10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Penguatan
Early
Warning
System
untuk
bencana
Lingkungan
Hidup

Kota yang telah
melaksanakan
Program Evaluasi
Kualitas udara
perkotaan (EKUP)
atau yang memiliki
kepadatan
Penduduk lebih
besar sama dengan

100 jiwa/km?-

Berkurangnya
beban
pencemaran
dari limbah
cair, udara dan
sampah yang
masuk ke
lingkungan.

1)

2)

3)

Survei
pendahuluan
pada satker;
Pengumpulan
dan  verifikasi
data;
Pengujian
sistem
pengendalian
Intern
pengujian/eval
uasi
manajemen
risiko.

Pengelolaan
sampah
rumah
tangga dan
sampah
sejenis
sampah
rumah
tangga

Seluruh
dan
Kabupaten/Kota di
Indonesia

provinsi

Adanya
kebijakan
strategis
daerah
mengatur
pengelolaan
sampah rumah
tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tangga

yang

1)

2)

3)

Cek apakah
daerah tersebut
telah membuat
kebijakan
strategi daerah
yang mengatur
pengelolaan
sampah rumah
tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tanggga
Apabila
dibuat,cek
apakah poin2
dalam
kebijakan
strategi daerah
tersebut telah
sesuai dengan
peraturan
presiden
peraturan
menteri LHK
Cek apakah
sudah
dilakukan
monitoring dan
evaluasi
terhadap
kebijakan
strategi daerah

telah

atau
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yang telah
dibuat
tersebut.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pemanfaat | Pemanfaatan Kemudahan Periksa  apakah
an data | data base | pemanfaatan data | kepala daerah
Kependud | kependudukan |kependudukan telah melakukan
ukan Untuk untukPelayanan pembinaan

Pelayanan publik, terhadap

publik dan | perencanaan pemberian  Hak

perencanaan pembangunan, Akses dan

pembangunan |alokasi anggaran, | pemanfaatan Data
pembangunan Kependudukan di
demokrasi, serta | daerah
penegakan hukum
dan pencegahan
kriminal

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus Sasaran ° Indikator Langkah Kerja
Transformas | Peningkatan Keuangan Desa | Pemerintah
i Ekonomi pendapatan asli | dikelola Daerah  Provinsi

desa berdasarkan asas | melakukan
transparan, pembinaan  dan
akuntabel, pengawasan
partisipatif, serta | terhadap
dilakukan dengan | pemberian dan
tertib dan disiplin | penyaliran dana
anggaran. Desa, Alokasi
Dana Desa,
bagian dari hasil
pajak daerah dan
retribusi  daerah
Kabupaten , dan
bantuan
keuangan Kepala
Desa.
Penataan Terpilahnya Jumlah  BumDes | 1) Dapat kan data
BumDes Data BumDes | seluruh Indonesia jumlah
seluruh berdasarkan jenis, BumbDes
Indonesia skala Usaha dan |2) Lakukan
berdasarkan tingkat analisis atas
jenis dan skala | keberhasilannya data BumDes
usaha, tingkat| 1) Rasio aset | 3) Munculkan
keberhasilanny terhadap utang data BumbDes
a Rasio asset wajar sesuai jenis
terhadap utang | 2) Rasio dan skala
wajar perputaran Kas usaha
{Cash Turn |4) Munculkan
Over) = 2 kali data BumDes
3) Pendapatan dart tingkat
operasional, keberhasilanny
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lebih besar dari a
biaya 5} Simpulkan
operasioanal 6) Bandingkan
4) Penanaman antara aset
modal yang dengan utang
bertumbuh pada laporan

(Growth capital
Mode)

7)

8)

9)

keuangan
BumDes (*)
Jika rasio lebih
dari 50% maka
perlu
dievaluasi
metode
pembiayaannya
Bandingkan
antara periode
piutang yang
dikonversi
menjadi Kas
dan antara
pelunasan
biaya yang
dikonversi dari
utang.

Hitung
pendapan
bruto dan
pengeluaran
bruto,
bandingkan
laba  ruginya
BumDes.

(*) Jika
terdapat
kerugian maka
perlu di
evaluasi pada
business plan
pada kegiatan
operasional
BumbDes.
Bandingkan
antara
investassi
yangMasuk
pada Bumdes
berupa setoran
modal untuk
BumDes, dan
investasi yang
dikeluarkan
oleh
BumDespada
periode
tahunan (*) jika
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setoran modal
tidak
bertambah dan
berkurang
maka
pengelolaan
BumbDes
diragukan
orientasinya.

10) Simpulkan
Pendapatan | Terpilahnya Terpilahnya  data | 1) Dapatkan data
Embung jumlah embung | embung jumlah
Desa desa yang | berdasarkan embung
berfungsi cakupan wilayah | 2) Dapatkan data
dengan baik | yang menerima informasi
dan tidak | manfaat embung embung yang
berfungsi dan yang tidak berfungsi
menerima manfaat dengan baik
dan yang tidak
berufungsi
3) Melakukan
analisis
terhadap
manfaat
Embung
berdasarkan
cakupan
wilayah
4) Pastikan data
jumlah wilayah
yang Menerima
manfaat
embung
5) Simpulkan
Pendataan | Membuat dan 1) Jumlah 1) Mengukur
Desa Wisata | Mengembangka wisatawan jumlah
n desa wisata desa wisatawan per
yang going pertahun tahun baik
concern 2) Pendapatan local maupun
(berkelanjutan) dan retribusi asing
desa wisata 2) Membandingka
3) Perkembanga n pendapatan
n sektor dan retribusi
wisata desa dari sektor
4) Meningkatny wisata per
a sarana dan semester
prasarana. secara rill.
pendukung 3) Mengevaluasi
pada sector business plan
wisata pada sektor
5) Perkembanga wisata
n ekkonomi |4) Mengukur
desa wisata ketersediaan
sarana

prsarana yang

38




Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

mendukung
pada sektor
wisata

o) Menguji laju
pertumbuhan
ekonomi pada
desa wisata
dengan
membandingka
n jumlah
pendapatam,pe
ngeluaran
untuk  sektor
wisata serta
tingkat
partisipsi
masyarakat
desa

6) Simpulkan

13. Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana

Fokus Sasaran Indkator Langkah Kerja
Pengendalia | Terwujudnya |1) Angka kelahiran |1) Dapatkan data
n Penduduk | pemaduan Total (Total hasil survey

dan Fertility SDKI terbaru
sinkronisasi Rate/TFR) per jumlah rata
kebijakan WUS usia 15-49 rata anak per
pembangunan Tahun wanita usia 15-
pengendalian |2) Indeks 49 tahun
penduduk Pembagunan JJakukan
Berwawasan analisis
Kependudukan capaian

(IPEK)  Satuan kinerjanya
Indeks (Skala O- [2) Dapatkan data

100} dari hasil
3) Indeks survey
kepedulian (Susenas,Saker
terhadap Isu nas,Riskendas)
Kependudukan lakukan
(Skala 0-100) analisis
4) Persentase capaian
kampong KB kinerjanya
Mandiri 3) Dapatkan data
hasil survey
(susenas)
lakukan
analisis
capaian
kinerjanya

4) Dapatkan data
hasil survey e-
Monev
(Kampung KB
Mandiri)
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lakukan
analisis
capaian
kinerjanya

Keluarga Meningkatnya | 1) Angka Dapatkan data
berencana kesertaan prevalensi hasil survey SDKI
dan keluarga kontrasepti :
Kesehatan [ dalam modern (Modern | 1) Jumlah rata
Reproduksi | keluarga Contraceptive rata
Berencana Prevelance Rate penggunaan
dan Kesehatan / mcPR) kontrasepti
Reproduksi 2) Persentase modern (MOW,
kebutuhan ber- MOP, IUD,
KB yang tidak Implan, Suntik,
terpenuhi Kondom)
(unmeet need) lakukan
3) Persentase analisis
peserta KB aktif capaian
(PA) Metode kinerjanya;
kontrasepsi 2) Prosentase PUS
jangka panjang yang tidak
(MKJP) ingin anak lagi
4) Angka kelahiran dan ingin anak
remaja umur ditunda akan
15-19 tahun tetapi tidak
(age specific ber-KB
fertility lakukan
rate/ASFR 15- analisis
19) capaian
kinerjanya;
3) Jumlah peserta
KB Aktif
lakukan
analisis
capaian
kinerjanya;
4) Jumlah
kelahiran per
1000 WUS usia
15-19 tahun
lakukan
analisis
capaian
kinerjanya
Keluarga Terwujudnya | 1) Indeks 1) Dapatkan data
sejahtera keluarga yang pembangunan hasil survei
dan mandiri, keluarga (IPK) Susenas dan
pembangun | tentram dan |2) Median usia PK lakukan
an Keluarga | bahagia kawin pertama analisis
(KSPK) (keluarga perempuan capaian
berkualitas) (MUKDP) kinerjanya
2) Dapatkan data
hasil survey
(SDKI,
Susenas,

40




Fokus Sasaran Indkator Langkah Kerja
Sensus, Supas)
lakukan
analisis
capaian
kinerjanya

14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Fokus Sasaran Indkator Langkah Kerja
Pemanfaata | Jumlah pemda |Jumlah Pemda | 1) Forum Group
n aplikasi | yang yang menggunakan Discussion
umuin memanfaatkan | aplikasi umum (FGD) dengan
berbasis aplikasi untuk mendukung kementerian
elektronik SICANTIK cloud | penerapan  SPBE dalam negeri
dalam (Aplikasi Nasional dan direktorat
rangka Cerdas Layanan jenderal
memberika | Perizinan aplikasi
n layanan | Terpadu untuk informatika
pemerintah | Publik) untuk dasar terkait
an berbasis | mempermudah dengan
elektronik penyelenggaraa pelaksanaan
sesuali n layanan ‘keglatan
dengan perizinan dan pemerintahan
ketentuan | non-perizinan bidang
peraturan yang dilakukan komunikasi
perundang- | oleh PTSP dan
undangan Daerah (uji informatika
petik) sub  urusan
aplikasi
informatika
2) Penyusunan
rencana kerja
pengawasan
di daerah,
timeline dan
alokasi SDM
3) Kompilasi
laporan  dari
masing-
masing  sub
tim daerah
4) Finalisasi
laporan akhir
5) Distribusi
laporan
kepada
stakeholder
terkait
Pelaksanaa | Pemerintah pemerintah daerah | 1) Pemantauan
n daerah menyelenggarakan langsung ke
penyelengga | melaksanakan |sub urusan dinas terkait
raan penyelenggaraa | informasi dan | 2) Kompilasi
urusan n Urusan | Komunikasi public Laporan dari
Pemerintah | Pemerintahan dalam pasal 4 setiap OPD
an bidang | bidang Permen Kominfo | 3) Pelaporan
komunikasi | komunikasi nomor &8 tahun hasil kegiatan
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dan dan informatika | 2019
informatika | sub urusan
sub urusan | informasi dan
informasi komunikasi
dan public oleh
komunikasi | pemerintah
publik oleh | Daerah sesuai
Pemerintah | dengan pasal 4
daerah Permenkominfo
No.8 tahun
2019
15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,usaha Kecil, dan Menengah
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pelaksanaan Koperasi yang |1) Jumlah 1) Dapatkan
pendataan telah di input koperasi jumlah dan
koperasi dan |dalam Online aktif  yang daftar  nama
UMKM Data Sistem memiliki koperasi yang
(ODS) Nomor dibina
Induk 2) Dapatkan
Koperasi jumlah dan
(NIK) dan daftar nama
Sertifikat koperasi yang
Nomor telah di input
Induk dalam ODS
Koperasi 3) Dapatkan
(NIK) jumlah dan
2} Terpilahnya daftar nama
data Koperasi yang
koperasi telah di input
berdasakan pada tahun
jenis berjalan
koperasi dan | 4) Lakukan
sektor usaha analisis yang
diperlukan
atass data
koperasi
tersebut
5) Yakinkan data
jumlah
koperasi telah
terpilah
berdasarkan
jenis koperasi
dan sektor
usaha
6) Simpulkan
hasilnya
Pelaksanaan UMKM yang | Jumlah UMKM | 1) Dapatkan
pendataan telah di input | yang telah jumlah dan
koperasi dan | dalam ODS terimput dalam daftar nama
UMKM Online data UMKM yang
System (ODS) dibina
2) Dapatkan
jumlah dan
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daftar nama
UMKM yang
sudah di input
dalam Omline
Data  System
(ODS)
3) Dapatkan
Jumlah dan
dafar nama
UMKM yang di
input pada
tahun berjalan
4) Lakukan
analisis yang
diperlukan atas
data UMKM
tersebut
5) Simpulkan
hasilnya
PeningkatanK | SDM Koperasi | Jumlah  SDM | 1) Dapatkan
apasitas dan UMKM | Koperasi dan jumlah dan
Sumber Daya | yang telah | UMKM yang daftar nama
Manusia mengikuti telah mengikuti SDM Koperasi
(SDM) pelatihan pelatihan dan UMKM
erkoperasian, perkoperasian, yang dibina
kewirausahaan, | kewirausahaan, | 2) Dapatkan
ketrampilan keterampilan jumlah dan
teknis, teknis, daftar nama
ketrampilan keterampilan SDM Koperasi
manajerial, manajerial, dan UMKM
pelatihan pelatihan yang telah
berbasis berbasis mengikuti
kompetensi, kompetensi, pelatihan
training of | training of | 3) Lakukan
trainers, trainers, analisis  yang
pelatihan lain | pelatihan lain diperlukan atas
dalam rangka | dalam rangka data tersebut
pengembangan | pengembangan | 4} Bandingkan
SDM Koperasi | SDM Koperasi antara data
dan pengusaha | dan pengusaha SDM  koperasi
mikro, kecil | mikro, kecil dan UMKM
dan menengah | dan menengah yang dibina
dengan data
SDM  koperasi
dan UMKM
yang telah
mengikuti
pelatihan
5) Simpulkan
hasilnya

43




16. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pengendalian | DPMPTSP Realisasi 1) Dapatkan target
pelaksanaan PMA/PMDN dan LKPM (Rupiah
penanaman Jumlah Proyek dan Jumlah
Modal vyang PMA/PMDN)
menjadi 2) Lakukan analisa
kewenangan dengan mengacu
daerah pada kriteria

3) Tanyakan
penyebabnya
apabila ada
perbedaan

4) Buat kesimpulan
dan tuangkan
pada kertas kerja

5) Pelaporan  hasil
kegiatan

Standardisasi | DPMPTSP 1 Dokumen | 1) Dapatkan hasil
Tata Kelola Usulan Standar rapat

Perizinan dan pembahasan awal
Non penyusunan
Perizinan standar perizinan
Penanaman dan non perizinan
Modal daerah tahun

anggaran 2021

2) Lakukan
pemantauan
langsung

3) Dapatkan
dokumen
pengumpulan
kuesioner online

4) Yakinkan proses
analisa data
standar perizinan
dan non perizinan
telah memadai

5) Pelaporan  hasil
kegiatan

Pelaksanaan | DPMPTSP Jumlah 1) Dapatkan  data
tata  kelola implementasi target yang
sistem perizinan terimplementasi
perizinan berusaha 2) Lakukan
berusaha terintegrasi sampling
terintegrasi secara kunjungan
secara elektronik 3) Yakinkan
elektronik perizinan
berusaha  telah
terintegrasi

secara elektronik

4) Identifikasi
kendala yang ada
pelaporan  hasil
kegiatan
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17. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Pembinaan
usia dini
dan
peningkatan
prestasi
atlet yang
terencana
dan
berkesinam
bungan

Atlet PPLP di 21
Kecamatan

Atlet
berprestasi

PPLP

1) Hitung
Jumlah atlet
PPLP
Lakukan
analisis
dengan
mengacu
pada kriteria
3) Tanyakan
penyebab
apabila
perbedaan
Buat
Kesimpulan
dan tuangkan
ke dalam
kertas kerja
pemeriksaan

2)

ada

4)

18.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Persandian
untuk
pengamanan
informasi

Nilai
keamanan
sistemn elektronik
pada
penyelenggara
sistemn elektronik
(kemanan
aplikasi
infrastruktur
jaringan)

Indeks

dan

Penilaian
indeks
keamanan
sistem
pemerintahan
berbasis
elektronik

1)

2)

Dapatkan
perangkat
daerah yang
menyelenggarak
an sistem
elektronik
(mengelola
aplikasi
infrastruktur
jaringan)
sudah
menerapkan
sistem
manajemen
keamanan
informasi
Lakukan
penilaian
dengan
menggunakan
Indeks KAMI
v.4.0 atau
meminta  hasil
desktop atau
onsite
assessment
indeks KAMI
yang divalidasi
oleh BSSN

dan

dan

1) Jumlah
sistem
elektronik

yang telah

Pendataan
Keamanan
Sistem

Elektronik

1) Dapatkan

sistem
elektronik
dengan kategori
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dilakukan uji sistem
keamanan elektronik
(sistem strategis
elektronik 2) Meminta
yang laporan
memiliki nilai pengujian
strategis) sistemn

2) Jumlah keamanannya
sistem dengan batas
elektronik waktu 1 tahun
yang telah
menerapkan
sertifikat
elektronik/ta
nda tangan
elektronik

Nilai kesadaran | Tingkat 1) Isi instrumen

keamanan kesadaran pengukuran
informasi keamanan kesadaran
pegawali di | informasi keamanan
lingkungan informasi

dinas dengan

komunikasi, responden

informatika, pegawai di

statistik dan Dinas
persandian Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
2} Rekapitulasi
hasilnya

Jumlah Pengamanan Cek jalur

perangkat informasi komunikasi antar
daerah yang | antara perangkat daerah
telah perangkat

menerapkan daerah

pengamanan

pada jalur

pertukaran

informasinya

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pengawasan | Pemerintah Jumlah instansi | 1) Pelajari
terhadap daerah yvang [ yang memperoleh kebijakan atas
penyelengga | diawasi nilai hasil kearsipan
raan pengawasan 2) Periksa
kearsipan dengan kategori pembinaan
(pengawasa “Baik” keatas kearsipan
n kearsipan) yang telah
dilakukan
3) Periksa
pengelolaan
arsip inaktif

vang mermiliki
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retensi
sekurang-
kurangnya 10
tahun

4) Periksa
pengelolaan
arsip statis

5) Periksa
sumber daya
kearsipan
(sumber daya
manusia,
prasarana dan
sarana
kearsipan,
organisasi
kearsipan,
pendanaan
kearsipan)

6) Periksa
penyelamatan
arsip statis

20. Urusan Pemerintahan Bidan

Kelautan dan Perikanan

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Penerbitan Penerbitan Penerbitan Izin | Dapatkan data
izin  usaha | Izin Usaha { Usaha Perikanan | terkait = penerbitan
perikanan Perikanan Tangkap untuk |ijin tersebut,
tangkap Tangkap Kapal Perikanan | lakukan analisa

untuk kapal | Berukuran di | dengan mengacu
perikanan atas 5 GT s.d 30 | pada kritaria,
berukuran GT yang sesuai | tanyakan
diatas 5 GT|dengan penyebabnya apabila
s.d 30 GT ketentuan  dan | ada perbedaan, buat
tidak ada | simpulan dan
penyalahgunaan | tuangkan pada
kertas kerja
Pengawasan | Pelaksanaan | Terlaksananya Dapatkan data
sumber daya | pengawasan | pengawasar terkait pelaksanaan
kelautan sumber daya | Sumber Daya | pengawasan SDKP,
dan kelautan dan | Kelautan dan | tanyakan kendala
perikanan perikanan Perikanan dan permasalahan
sampali pelaksanaannya,
dengan 12 lakukan analisa
Mil dengan mengacu
pada kriteria,
tanyakan

penyebabnya apabila
ada
perbedaan/sesuatu
yang tidak sesuai,
buat simpulan dan
tuangkan pada
kertas kerja
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Penerbitan Proses Penerbitan Dapatkan data
1zin dan | penerbitan rekomendasi izin | terkait = penerbitan
pemanfaatan | rekomendasi |lokasi dan izin | rekomendasi izin
ruang laut izin lokasi | pengelolaan lokasi dan 1Zzin
dan izin | ruang laut | pengelolaan  ruang
pengelolaan dibawah 12 Mil |laut dibawah 12 Mil,
ruang laut diluar Minyak | lakukan analisa
dan Gas Bumi|dengan mengacu
yang sesuai | pada kriteria,
dengan tanyakan
ketentuan penyebabnya apabila
ada
perbedaan/sesuatu
yang tidak sesuai,
buat simpulan dan
tuangkan pada
kertas kerja

. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pelaksanaan Wisatawan Meningkatnya 1) Pahami
pameran dalam dan luar | jumlah kunjungan permenpar
wisata negeri wisatawan dan terkait

wisman 2) Bandingkan
jumlah
wisatawan
sebelum dan
sesudan
dilakukan
pameran
Pelaksanaan Wisatawan Terselenggaranya | 1) Pahami
Festival/ dalam dan luar |event  pariwisata permenpar
Event negeri daerah terkait
2) Bandingkan
Jumlah
wisatawan
sebelum dan
sesudah
dilakukan
pameran
Meningkatkan | 1) Desa wisata | 1) Jumlah  desa|1) Pahami
daya saing | 2) Pemberdaya wisata permenpar
destinasi an 2) Implementasi terkait
pariwisata masyarakat sapta pesona 2} Bandingkan
jumlah
wisatawan
sebelum dan
sesudah
dilakukan
pemberdayaa
n masyarakat
Pemberdayaan | 1. Implementa | 1) Meningkatnya 1) Pahami UU
pelaku si bantuan industri kreatif HKI
ekonomi pemerintah | 2) Meningkatnya |2) Pahami
kreatif 2. PFasilitasi jumlah pelaku Juknis
pelaku ekonomi kreatif fasilitasi HKI
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
ekonomi yang difasiitasi |3) Bandingkan
kreatif Jumlah

Industri kratif
sebelum dan
sesudah
dilakukan
pemberdayaa
n pelaku
ekonomi
kreatif dan
fasilitasi HKI

22. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Efektivitas
Optimalisasi
Perluasan
Areal Lahan

Kelompok
Tani/Gabungan
Kelompok Tani
penerimaan
bantuan
pemerintahan
perluasan areal

Luas lahan
optimal yang
dioptimalisasi

A.Menilai
Pelaksanaan
optimalisasi
lahan melalui
perluasan areal
sawah baru

1) Lakukan
analisis
terhadap
ketepatan
perencanaan

/persiapan

kegiatan

meliputi :
dokumen dan
penetapan
lokasi, RAB
konstruksi
cetak sawah

Lakukan

analisis

terhadap
pelaksanaan
konstruksi

Lakukan

analisis

terhadap
pemanfaatan
lahan cetak
sawah baru

Lakukan

analisis

apakah

terdapat hasil
cetak sawah
yang belum
termanfaatka

n

(penanaman),

terdapat/terj

adi ath fungsi

2)

3)

4)
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

lahan  atau
apakah
menyemak
kembali/ditu
mbuhi
gulma/rump
ut sehingga
tidak bisa
termanfaatka
n

5) Lakukan
analisis
terhadap
pemanfaatan
dan
pengelolaan
dana bansos
optimalisasi
pemanfaatan
lahan

B. Menilai

Pelaksanaan

Optimalisasi

lahan melalui

optimalisasi

lahan rawa

1) Dapatkan
dan pelajari
data luas
lahan rawa di
provinsi/kab
upaten yang
dapat
diproyeksika
n untuk
kegiatan
optimalisasi
lahan

2) Lakukan
analisis
terhadap
ketersediaan
SID dan
kesesuaianny
a dengan
lokasi
kegiatan

3) Lakukan
analisis
terhadap
kesesuaian
dokumen
banpem
dengan
pedoman dan
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[

Fokus

Sasaran

Indikatoer

Langkah Kerja

PMK no. 168
tahun 2015
atas
penggunaan
anggaran

4) Lakukan
analisis
terhadap
konstruksi
dan
pemanfaatan
dana
konstruksi
dengan SID
dan RAB

5) Teliti apakah
target luasan
yang
ditetapkan
telah tercapai
dari sisi
kuantitas
dan luas
pemanfaatan

6) Lakukan
analisis
apakah
terdapat
peningkatan
IP dan
produktifitas
di areal
optimalisasi
lahan

Rehabilitasi
hutan dan
lahan

Daerah yang
memiliki lahan
sangat kritis dan
kritis

Berkurangnya
lahan kritis

1)

2)

3)

Cek apakah
daerah tersebut
memiliki lahan
sangat kritis dan
kritis

Cek apakah alat
atau barang
yang diadakan
sudah sesuai
kriterianya
dengan permen
LHK nomor
P.7/MenLHK/Se
tjen/Kum.1/1/2
020

Cek apakah
proses
pengadaan
barang dan jasa
telah sesuai
dengan Perpres
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

16 Tahun 2018
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
pemerintah

Pengendalia
n

kebakaran
hutan dan
lahan

Daerah
Kabupaten yang
memiliki hutan
dan lahan

Tercegahnya
kebakaran hutan
dan lahan

Cek apakah kepala
daerah telah
membentuk
lembaga-lembaga
yang dimaksud
dalam PermenLHK
Nomor :
P.32/MenLHK/Set]
en/Kum.1/3/2016

23.

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pembangunan | Pembangunan | Termanfaatkannya | 1) Dapatkan data
Infrastruktur | Infrastruktur |infrastruktur penerima/pelaksan
di Bidang | Penerangan bidang ESDM aan subsidi dari
energi dan | Jalan Umum | yang sudah infrastruktur
sumber daya | Tenaga surya, | dibangun oleh | 2) Dapatkan kriteria
mineral jaringan gas | masyarakat yang penerima/ pelaksan

rumah menjadi sasaran a subsidi yang telah
tangga, pembangunan ditetapkan
konverter Kit | infrastruktur 3) Lakukan
untuk pengecekan
nelayan dan lapangan  melalui
petani kecil metode wawancara,
cek fisik dan/atau
metode lain yang
telah ditetapkan
4) Menyusun  berita
acara hasil
pengecekan
lapangan
5) Menyusun laporan
Pemberian Subsidi Ketepatan 1) Dapatkan data
subsidi Bahan bakar | penerima subsidi penerima/pelaksan
bidang ESDM | minyak dan | dengan kriteria aan subsidi dari
yang tepat | listrik untuk | penerima subsidi instansi terkait
sasaran rumah tangga | yang telah | 2) Dapatkan kriteria
900 VA ditetapkan penerima/pelaksan
a subsidi yang telah
ditetapkan
3) Lakukan
pengecekan
lapangan  melalui
metode wawancara,
cek fisik dan/atau
metode lain yang
telah ditetapkan
4) Menyusun  berita
acara hasil
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

pengecekan
lapangan
5) Menyusun laporan

24. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Rencana Seluruh Rencana Pengendalian dan
pembangun | perusahaan pembangunan evaluasi pelaksanaan
an industri | industri yang | industri rencana
di berada di | kabupaten pembangunan
kabupaten | Kabupaten terlaksana dengan | industri kabupaten

baik
Pendataan | Seluruh Data industri | 1) Mendorong
industri perusahaan pada Sistem perusahaan
Nasional Industri yvang | Informasi Industri industri di
berada di | Nasional (SIINAS) masing-masig
republik terisi dengan daerah untuk
Indonesia lengkap melengkapi profil
perusahaan di
SIINAS
2) Pemantauan dan
pengawasan
kepatuhan
penyampaian data
ke sistem
informasi industri
nasional
Perolehan Seluruh Seluruh industri | Pengawasan dan
izin usaha | perusahaan beroperasi sesuai | pengendalian
industri industri yang | dengan ketentuan | kepatuhan usaha
berada di daerah { perundangan industri dan kawasan
vang berlaku usaha industri dalam

memenuhi ketentuan

perizinan industri
dan perizinan
kawasan industri
pemberian sanksi
administratif untuk
pelanggaran U1
Besar, IPUI besar,
JUKI dan IPKI

2. Reviu (Review)

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa dokumen/ laporan yang disajikan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus.
Review yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
ditahun 2021 adalah reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Kegiatan

ini

dilakukan dalam
Kabupaten Lumajang,

rangka memenuhi

kewajiban Pemerintah
untuk menyampaikan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 sebelum disampaikan/ diaudit
oleh BPK-RI. Selain itu reviu juga dilakukan terhadap LPPD tahun 2020
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sebelum ditandangani oleh Bupati untuk meningkatkan kualitasnya.
Lebih lanjut juga diselenggarakan reviu atas Laporan Kinerja (LKj) th.
2020 serta reviu RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD/RKA-SKPD TA. 2022
serta perubahan TA.2021, serta Reviu Dana DAK. Selain itu juga
dilaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan barang/jasa,
realisasi dana desa tahun 2021 bekerjasama dengan BPKP. Secara
lebih detail sebagaimana terlampir.

. Penilaian (Evaluation)

Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
pada tahun 2021, Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk
memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan, dengan fokus: antara lain dilakukan
terhadap :

a. Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi/ Evaluasi periodik pelaksanaan
reformasi birokrasi

b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
TA. 2020 dan 2021 serta evaluasi mandiri;

c. Evaluasi Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan
maturitas SPIP;

d. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WB;

e. Evaluasi pelayanan publik.

Lebih lanjut sebagaimana terlampir.

. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah pada tahun
2021 diarahkan pada pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan
Inspektorat Daerah, APIP lainnya dan BPK-RI serta monitoring
insidentil lainnya termasuk :

a. Penanganan Laporan Gratifikasi;

b. Monitoring pembangunan dan penyelenggaraan Zona integritas /
Wilayah bebas korupsi;

c. Monitoring dan verifikasi Pencapaian Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)/ MCP Korsupgah;

d. Monitoring LHKPN dan Verifikasi LHKASN;

e. Monitoring lainnya dapat diintegrasikan dengan pengawasan
lainnya:

1) perencanaan dan pengganggaran responsif gender;

2) pelayanan publik;
3) Penanganan Whistle Blower System,
4) Penanganan Benturan Kepentingan.

. Aktivitas Pengawasan Lainnya (Others Control Activity)

Dalam rangka pengawasan internal pada tahun 2021, Inspektorat
Daerah melakukan aktivitas pengawasan lainnya dan pembinaan,
antara lain :

a) Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan bagi
auditee;

b) Lomba Desa Anti Korupsi;

c) Survey Penilaian Integritas;

d) Penyelenggaraan Bintek, Pelatihan Pengawasan (audit investigatif/ e
audit/ audit forensic/ probity advice/ management risiko);

e) Pendampingan pemeriksaan BPK-RI;

f) Fasilitasi penyelenggaraan Sapu bersih pungutan liar;

g) Penguatan kebijakan dan Peningkatan kapabilitas APIP (self

Assessment);
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h) Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan/ Rakorwas;

i) Penanganan Benturan Kepentingan, WBS, Penegakan Integritas;
j) Pembimbingan, asistensi/ pendampingan dan Konsultasi.

Lebih lanjut sebagaimana terlampir.

IV. PRIORITAS SUBSTANSI PENGAWASAN

Prioritas substansi pengawasan agar dilaksanakan berdasarkan risiko /
audit universe (risk based internal audit) ataupun metode lainya yang lebih
lanjut ditentukan oleh Inspektur dengan berpedoman Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 jo Peraturan
Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor
08 tahun 2020 tentang pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko
bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

V. LAPORAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN
A. Laporan Hasil Pengawasan

Dokumen pengawasan termasuk laporan hasil pengawasan bersifat
rahasia dan termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke
publik, dimana Inspektorat Daerah melaporkan hasil pengawasannya
kepada  stakeholders sesuai ketentuan yang  berlaku  dan
bertanggungjawab kepada Bupati. Hasil pengawasan internal tersebut
antara lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit;

2. Laporan Hasil Reviu;

3. Laporan Hasil Evaluasi;

4. Laporan Hasil Monitoring;

5. Ikhtisar hasil Pemeriksaan tahun 2021;

6. Laporan lainnya tentang aktivitas pengawasan lainnya.

Permintaan dan permohonan untuk mendapatkan informasi yang
termuat dalam dokumen pengawasan inspektorat dapat dilakukan sesuai
ketentuan perundang-undangan dan atau seijin Bupati. Dalam
penugasan yang dapat dipersamakan dengan laporan adalah kertas kerja,
laporan interim/ manajemen letter untuk mengkomunikasikan dengan
cepat hal-hal yang material kepada manajemen, ataupun dokumen
lainnya.

] B. Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas aktivitas pengawasan internal
ataupun pemeriksaan agar mempunyai dampak terhadap peningkatan
efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah, maka perlu
dilakukan langkah-langkah:

1. Pimpinan satuan kerja penyelenggara Penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten dan Desa selaku entitas, wajib melaksanakan tindak
lanjut hasil pengawasan inspektorat Daerah selambat-lambatnya 2
minggu/ 14 hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil
Pengawasan (LHP) dan atau dapat dikenakan sanksi, sedangkan untuk
laporan interim adalah 3 (tiga) hari;

2.Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat
menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan
Daerah, maka Inspektorat Daerah dapat melakukan audit investigatif
dan menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak
lanjutnya.
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Terkait temuan hasil audit BPK ataupun pengawasan APIP lainnya
pada Pemerintah Kabupaten, Inspektorat Daerah memantau dan
mengkoordinasikan :

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya,
diantaranya :

a. BPKP;

b. Itjen Kementrian;

c. Inspektorat Provinsi;

d. Pihak Lainnya.

V1. SKPD/OBYEK YANG DIAWASI DAN PETA PENGAWASAN
Keterangan tentang Perangkat Daerah/ obyek yang diawasi, Jadwal
Pengawasan, Jumlah tenaga, Waktu, Anggaran, serta Peta Pengawasan
Inspektorat Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut ini :
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Jenis Audit (audit

s

___type)/Pengawasan Perkiraari | Ferkiraan .
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingkup ; . Perkiraan a o Jumlah Peralatan dan N . -
Urt Obyek yang Diperiksa Pengawasan Atas Obyek Irban . E*."t', L Audit Jadwal g Ju_mlah .. |- Tenaga Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan
: ? . Pemeriksaan Investigatit Hari efektif (personil)
o PDTT stig P
A 'P_e;;i:griké'aa:i.f{_ggu:lé;_-' - T
(Kinerja Reguler) -~ = | "o~ 0 3 L 3 N IR L S
1 Kecamatan Candipuro + | Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 12 Januari - Ditentukan
Desa-Desa unsur Kewilayahan 29 Januari APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2021
2 Kecamatan Jatiroto + Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 12 Januari - 14 5-7 Ditentukan
Desa-Desa unsur Kewilayahan 29 Januari APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2021
3 Kecamatan Gucialit + Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 12 Januari - 14 5-7 Ditentukan
Desa-Desa unsur Kewilayahan 29 Januari APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2021
4 Kecamatan Kunir + Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 1 Februari - 26 12 5-7 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Desa-Desa unsur Kewilayahan Februari 2021 APIP 2021
5 Kecamatan Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 1 Februari - 26 12 5-7 Ditentukan
Kedungjajang + Desa- unsur Kewilayahan Februari 2021 APIP DPA Inspektorat TA.
Desa 2021
6 Kecamatan Pasirian + Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 1 Februari - 26 12 5-7 itentuk
Desa-Desa unsur Kewilayahan Februari 2021 Dlt?PIP an ggé\llnSpektOTat TA.
7 Kecamatan Lumajang + Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 1 April - 15 10 5-7 Dit
Desa-Desa unsur Kewilayahan April 2021 ! ?Ptﬁ)kan QDgQAlInSPG-ktOY at TA.
8 Kecamatan Klakah + Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 1 April - 15 10 5-7 Ditentuk
Desa-Desa unsur Kewilayahan April 2021 PP 2Dg’é&llnspektorat TA.
9 Kecamatan Pasrujambe | Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 1 April - 15 10 5-7 Dit Kk
+ Desa-Desa unsur Kewilayahan April 2021 : Tptﬁa an gg’é\llnspektorat TA.
10 | Kecamatan Ramuayoso + Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 16 April - 30 11 5-7 Ditentukan
Desa-Desa unsur Kewilayahan April 2021 APIP gggllnSpektorat TA.
11 Kecamatan Padang + Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 16 April - 30 11 5-7 Ditentukan
Desa-Desa unsur Kewilayahan April 2021 APIP ggQAlIHSPEktOTat TA.
12 Kecamatan Prongjiwo + | Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 16 April - 30 11 3-7 Dit
Desa-Desa unsur Kewilayahan April 2021 “}f‘lffpkan g(f)’éﬁllnsxaektorat TA.
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Jenis Audit (audit

7 __ type)/Pengawasan Perkiraan | Ferkiraan
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingkup ( Perkiraan ' - Jumlah Peralatan dan , o .
Urut Obyek yang Dipeériksa Pengawasan Atas Obyek Irban ] E"‘."t' Audit Jadwal : _J_l_J._mlgh__ “Tenaga Perlengkapaty Anggaran Pemeriksaan
& = ¥ Pemeriksaan Investicatif Hari efektif (pérsonil)
. PDTT estig P
13 | Dinas Pefhubungah 'Kir.l.e-xja penyelenggaraaﬁ 1 Tnsidentil Insidenti] 3 Mei - 17 Mel 7 57 ; tuk.
urusan Perhubungan 2021 Dn?mp an 2D§2AIInspektorat TA.
14 | Kecamatan Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei 7 5-7 Ditentukan
Rowokangkung + Desa- | unsur Kewilayahan 2021 APIP DPA Inspektorat TA.
Desa 2021
15 | Kecamatan Randuagung | Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei 7 5-7 Ditentu
+ Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 ' Tplpkan 2D(1);‘2A11nspektorat TA.
16 | Kecamatan Senduro + Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei 7 5-7 : Kk
Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 Dlt?r_‘,ﬁ, an ggﬁllﬂspektorat TA.
17 | Satuan Polisi Pamong Kinerja penyelenggaraan 1 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei 6 3-7
Praja urusan Ketentraman dan 2021 Ditentukan
Ketertiban Umum serta APIP DPA Inspektorat TA.
perlindungan masyarakat 2021
18 Kecamatan Sumbersuko | Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei 6 5-7 Ditentuk
+ Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 ! ?PIP an gcl;’QAlInspektorat TA.
19 | Kecamatan Tekung + Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei 6 5-7 Di k
Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 1t?;lup an ZDg’é\lInSPektorat TA.
20 | Kecamatan Sukodono + Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei 6 5-7 stentule
Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 DItTPIP an gg’é&llnSpektorat TA.
21 Dinas Lingkungan Hidup | Kinerja penyelenggaraan 1 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli 12 5-7
urusan pertanahan, 2021 Di
i i itentukan
Ilémgkungan H1duR, APIP
ehutanan, Energi dan DPA Inspektorat TA.
Sumberdaya mineral 2021
22 Kecamatan Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli 12 5-7 Ditentukan
Yosowilangun + Desa- unsur Kewilayahan 2021 APIP DPA Inspektorat TA.
Desa 2021
23 | Kecamatan Tempursari + | Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli 12 5-7 itentuk
Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 DltTPH, an gggAllnspektorat TA.
24 | Kecamatan Tempeh + Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli 12 5-7 ; k
Desa-Desa unsur Kewilayahan 2021 Dlt?l—_,t}'; an gggAlInSPektorat TA.
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Jenis Audit (audit

. ) type}/Pengawasan , Perkiraan | Perkiraan
No ‘Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingkup ‘ Perkiraan DS Jumlah Peralatari dan .. .
Urut Obyek yang Diperiksa Pengawasan Atas Obyek Irban o _E§t. e Audit Jadwal “_Ju‘mlah .. | Tenaga Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan
; Pémeériksaan . Investioatil Hari efektif (personil)
PDTT 8
25 | Dinas Pekerjaan Umum | Kinerja penyelenggaraan 1 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13 9 5-7 Ditentukan
dan Tata Ruang urusan Pekerjaan Umum Apgustus 2021 APIP DPA Inspektorat TA.
dan Tata Ruang 2021
26 | Sekretariat DPRD Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13 9 5-7
unsur pendukung urusan Agustus 2021 Ditentukan
pemerintahan Unsur APIP DPA Inspektorat TA.
Sekretariat DPRD 2021
27 | Dinas Pemuda dan Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13 9 5-7 Ditentukan
Olahraga urusan kepemudaan dan Agustus 2021 APIP DPA Inspektorat TA.
olahraga 2021
28 | Dinas Sosial Kinetja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13 9 5-7 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
urusan sosial Agustus 2021 APIP 2021
29 | Dinas Ketahanan Kinerja penyelenggaraan 1 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 11 5-7 Ditentukan
Pangan urusan pangan 31 Agustus APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2021
30 | Dinas Komunikasi dan Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 11 5-7
Informatika urusan Komunikasi dan 31 Agustus Ditentukan
Informatika, Statistik, 2021 APIP DPA Inspektorat TA.
Persandian 2021
31 | Dinas Pariwisata dan Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 11 5-7 Ditentukan
Kebudayaan urusan kebudayaan dan 31 Agustus APIP DPA Inspektorat TA,
pariwisata 2021 2021
32 | Dinas Kearsipan dan Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 11 5-7 Ditentukan
Perpustakaan urusan kearsipan dan 31 Agustus APIP DPA Inspektorat TA.
Perpustakaan 2021 2021
33 | Dinas Perdagangan Kinerja penyelenggaraan 2 Insidentil Insidentil 1 September - 11 5-7 Ditentukan
urusan Perdagangan dan 15 September APIP DPA Inspektorat TA.
Perindustrian 2021 2021
34 | Dinas Perikanan Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 1 September - 11 5-7 Ditentukan
urusan kelautan dan 15 September APIP DPA Inspektorat TA.
perikanan 2021 2021
35 | Dinas Koperasi dan Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 1 September - 11 5-7 Ditentukan
Usaha Mikro urusan Koperasi, Usaha 15 September APIP DPA Inspektorat TA.
kecil dan menengah 2021 2021
36 Dinas Perumahan dan Kinerja penyelenggaraan 3 Insidentil Insidentil 16 September - 11 5-7 Ditentukan
Kawasan Permukiman urusan Perumahan dan 30 September APIP DPA Inspektorat TA.
Kawasan Permukiman 2021 2021
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)



Jenis Audit {audit

type) /Pengawasan Perkiraan Perkiraan -
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingku Perkiraan o Jumlah Peralatan dan .
Urut Obyek gang Diperiksa Peng_awasafl Atas Ogyek Irban . E?’t' i Audit Jadwal - 7Ju'm1ah . Tenaga. Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan
- Pemeriksaan Investigatif Hari efektif (personil)
PDTT
37 | Dinas Tenaga Kerja Kinerja penyelenggaraan 4 Insidentil Insidentil 16 September - 11 5-7 Ditentukan
urusan tenaga kerja, 30 September APIP DPA Inspektorat TA.
Transtigrasi 2021 2021
38 | Badan Kesatuan Bangsa | Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
dan Politik urusan Pemerintahan ntil
Umum
39 | Dinas Pertanian Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
urusan pertanian ntil
40 | Badan Penanggulangan | Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Bencana Daerah unsur penunjang urusan ntil
ketentraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat _
41 Badan Kepegawaian Kinerja penyeleriggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Daerah unsur penunjang urusarn ntil
pemerintahan - Unsur .
kepegawaian, dan
pendidikan dan pelatihan
42 | Badan Pajak dan Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Retribusi Daerah unsur penunjang urusan ntil
pemerintahan - Unsur
keuangan
43 | Badan Pengelolaan Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Keuangan Daerah unsur penunjang urusan ntil
pemerintahan - Unsur
keuangan
44 | Badan Perencanaan Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Pembangunan Daerah unsur penunjang urusan ntil
pemerintahan - Unsur
perencanaan dan unsur
Penelitian dan
pengembangan
45 | Dinas Kependudukan Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
dan Catatan Sipil urusan Administrasi ntil
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
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Jenis Audit {audit

) type)/Pengawasan Perkiraan. Perkiraan o
No Perangkat Daerah/ Tujuany/ Lingku Perkiraan ' Jumlah | Peralatan dan
Urut Obyek ydang Diperiksa Pengawasan Atags Ol%yek Irban E§t' Audit Jadwal o Ju_ml?.h . Tenaga Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan
Pemeriksaan Investigatif Hari efektif | . (personil)
PDTT
46 | Dinas Pemberdayaan Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Masy. Dan Desa urusan pemberdayaan ntil
masyarakat dan desa _
47 Dinas Penanaman Modal | Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
dan PTSP urusan penanaman modal ntil
48 | Dinas Pengendalian Kinerja penyelenggaraan Inside | Insidentil Insidentil
Pend. KB & urusan pengendalian ntil
Pemberdayaan penduduk dan KB serta
Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan anak
. | Pemerikéaan Régulei 7 ) s
B 2 : ;
;. | Gabungan . : T B . T U N )
1 Perusahaan Daerah Kewajaran, kinerja dan 1-5 | Insidentil Insidentil 1-15 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Kepatuhan September 9 APIP 2021
2020
2 Sekretariat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan 1-5 | Insidentil Insidentil 1-15 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Bagian unsur pendukung urusan September APIP 2021
pemerintahan Unsur 2020
Sekretariat Daerah, 9
Pertanahan, dan fokus
pengawasan pemerintahan
umum
¢ | Pemeriksaan Khusus/ : ,
1 Pemeriksaan Dengan | Kewajaran dan Kepatuhan 2 w! Insidentil 16 September - 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA
Tujuan Tertentu 30 September APIP 2021
Pengelolaan BOS dan 2021
Standar Pelayanan
Pendidikan
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Jenis Audit (audit

1]

. 7 type)/Pengawasan Perkiraan Perkiraan 3
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingku _ Perkiraan i Jumlah Peralatan dan. . : :
Urut Obyek _gang Diperiksa Pengawasan Atas OI‘;yek Irban . ESt , Audit Jadwal J}l_mlah X Tenaga Perlengkapan. Anggaran Pemeriksaan
= - ; Pemerilcsaan Investigatif | Hari efektif (personil)
PDTT g P

2 Pemeriksaan Dengan | Kepatuhan dan kinerja 2 v Insidentil 1 November 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu 2021 - 15 APIP 2021
Pengelolaan Dana Desa November 2021
(kepatuhan, kewajaran)

3 Pemeriksaan Dengan | Kepatuhan dan kinerja 1 v Insidentil 1 September - 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu 15 September APIP 2021
kepatuhan atas 2021
pembinaan berupa
penyelenggaran
pendidikan dan
pelatihan serta
penelitian dan
pengembangan  bidang
strategis kebijakan
pengawasan pemerintah
daerah

4 Pemeriksaan Dengan | Kewajaran dan Kepatuhan 4 N Insidentil 1 November 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu 2021 - 15 APIP 2021
kepatuhan atas November 2021
pengelolaan piutang
Daerah non Pajak

5 Pemeriksaan Dengan | Kepatuhan 2 \J' Insidentil 1 November 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu 2021 - 15 APIP 2021
kepatuhan atas November 2021
pengelolaan dana
covid-19

6 Pemeriksaan Dengan | Kepatuhan 1 v Insidentil 16 April - 30 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu April 2021 APIP 2021
kepatuhan Pengelolaan
Tenaga non PNS

7 Pemeriksaan Dengan | Kewajaran dan Kepatuhan 4 v Insidentil 16 November 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu 2021 - 30 APIP 2021
kewajaran Belanja November 2021
berisiko (belanja
pegawai/tunjangan,
Pemeliharaan dan
dikaitkan dengan

aktivitas siperlu)
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Jenis Audit (audit,

T

type)/Pengawasan Perkiraan | Ferkiraan »
No: Perangkat Daerah / Tujuan/ Lingkup. Perkiraan ' Jumlah Peralatan dan . . :
Urut Obyek yang Diperiksa Pe'r'igawasa{m Atags Ogyek Irban E?t- Audit Jadwal Ju.mlah . Tenaga Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan ;
Pemeriksaan Investigatif Hari efektif (personi]) :
PDTT
8 Pemeriksaan dengan | Kepatuhan dan kinerja 2 N Insidentil 16 November 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
tujuan tertentu kinetja 2021 - 30 APIP 2021
Pembentuk Indeks November 2021
Pembangunan Manusia
9 Pemeriksaan Dengan | Kepatuhan 1 v Insidentil 1 April - 15 10 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu April 2021 APIP 2021
kepatuhan atas Tata
Kelola Badan Layanan
Umum Daerah (Rumah
Sakit dan PKM)
10 Pemeriksaan Dengan | Kewajaran dan Kepatuhan 3 ¥ Insidentil 16 November 11 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Tujuan Tertentu 2021 - 30 APIP 2021
kepatuhan dan November 2021
kewajaran atas belanja
hibah dan bansos (Non
Covid-19) pada
Perangkat Daerah
11 Pemeriksaan Akhir masa | Kewajaran, Kepatuhan, 1-5 v Insidentil 2 Juni - 30 21 5-11 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Jabatan Kepala Desa | Kinerja Juni 2021 APIP 2021
(kurang lebih 35 Desa)
12 Probity dan atau Pre | Kepatuhan 1-5 ¥ Insidentil Insidentil Kontijen 5-7 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Audit 1 APIP 2021
13 Probity dan atau Pre | Kepatuhan 1-5 y Insidentil Insidentil Kontijen 5-7 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Audit 2 APIP 2021
14 | Probity Audit 3 Kepatuhan 1-8 N Insidentil Insidentil Kontijen 5-7 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
APIP 2021
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Jenis Audit (audit

LB}

-r

type)/Pengawasan Perkiraan Perkiraan i
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingku ‘ ] Perkiraan " Jumlah Peralatan dan .
Urat Obyek yang Diperiksa Pehigawasan Atas _OI:P;yek Irban [ EE."'t:' Audit: © Jadwal -'J]'el.mlah'. Tenaga, Perlengkapan Anggaran Femeriksaan
Pemeriksaan Investigatif Hari efektif {personil) '
PDTT i : :

. .| Pemeriksaant;. - O A T ; .
D | Investigatif (kasus) - S : ‘ v i o R a R e T
1 Pemeriksaan dengan | Pengungkapan Fakta, 1 dan v v Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.

tujuan tertentu/ kasus | Kepatuhan 5 APIP 2021
Investigatif dan
penghitugan  kerugian
negara (Forensik, PKKN,
Fraud, kasus lainnya,
Kesepakatan APIP dan
APH])
2 Pemeriksaan ijin | Pengungkapan Fakta, 1 dan vy Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspekiorat TA.
perceraian dan | Kepatuhan 5 AFPIP 2021
perkawinan
3 Pemeriksaan atas | Kepatuhan 1 dan \’ Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
pengajuan pindah 5 APIP 2021
Instansi/ Daerah
4 Pemeriksaan atas | Kepatuhan dan Kewajaran 1-5 R Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
pelanggaran  Pelaporan APIP 2021
Harta Kekayaan,
Gratifikasi, dan
Benturan Kepentingan
Review LKPD tahun | Kepatuhan, kewajaran Insidentil Insidentil 1 Februari - 31 41 14 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
2020 Maret 2021 APIP 2021
2 Reviu LPPD Tahun 2020 | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31 41 13 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Maret 2021 APIP 2021
3 Reviu LKj/ LAKIP tahun | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31 41 17 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
2020 Maret 2021 APIP 2021
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Jenis Audit (audit

_ _ type)/ Pengawasan Perkiraan | Ferkiraan 2
No Perangkat Daerahi/ Tujuan/ Lingkup Perkiraan Jumlah Peralatan dan .
Uiut Obyek yanig Diperiksa Perigawasan Atas Obyek [rban . E?’t‘ Audit - Jadwal Ju:mlah . Tenaga Perléngkapan Anggaran Bemenksa?.n
Pemieriksaan I tigatif Hari efektif (personil)
PDTT Investigati D :
4 Reviu Dokumen perencanaé.n dan 1-5 Ditentukan | DPA Inspektorat TA.
Perencanaan Daerah | penganggaran yang APIP 2021
dan Perangkat Daerah berbasis gender (responsive
gender);
5 Reviu Standar | Kepatuhan 1-5 1 Juli - 9 Juli 7 9 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Harga /Standar Biaya 2021 APIP 2021
TA. 2022
6 Reviu RKPD TA. 2022 | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Juli - 9 Juli 7 10 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
dan PAK 2021 2021 APIP 2021
7 Reviu KUA/PPAS TA. | Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil 1 Oktober - 15 11 13 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
2022 dan PAK 2021 Oktober 2021 APIP 2021
8 Reviu RKA | perencanaan dan 1-5 Insidentil Insidentil 16 Oktober - 9 13 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
SKPD/SKPKD TA. 2022 | penganggaran yang 29 Oktober APIP 2021
dan PAK 2021 berbasis gender (responsive 2021
gender);
S Reviu Dana  Alokasi | Kepatuhan 1-5 12 Juli - 21 7 22 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Khusus Fisik 2021 1 Juli 2021 APIP 2021
10 | Reviu Dana  Alokasi | Kepatuhan 1-5 1 Oktober - 12 8 22 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Khusus Fisik 2021 2 Oktober 2021 APIP 2021
11 Reviu Dana  Alokasi | Kepatuhan 1-5 1 Desember - 8 6 22 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Khusus Fisik 2021 3 Desember APIP 2021
2021
12 | Reviu Penyerapan | Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Setiap Tribulan Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Anggaran, Pengadaan APIP 2021
barang/jasa, realisasi
dana desa tahun 2021
13 | Reviu Pengelolaan Aset | Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
APIP 2021

Daerah
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)

Jenis Audit (audit
. type] /Pengawasan _ Perkiraan Perkiraan -
No Perangkat Daerah/ ) Tujuan/ Lingkup _ Perkiraan - Jumlah Peralatan dan "
Urut Obyek yahg Diperiksa Pengawasan Atas Obyek | Irban _Bst. Audit ' “Jadwil | Ju._mlahf' ‘| Ténaga Pérlerigkapan Anggaran Pemeriksaan
- Pemeriksaan Investigatif Hari efelctif (personil) ‘
PDTT galt P
F ,,E-Vgli_la_s,i‘_ s — B ] _ B ‘L o 1 | : C : : e
1 Evaluasi Sistem | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 20 Januari - 27 25 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
pengendalian internal 26 Februari APIP 2021
Pemerintah (SPIP) dan 2021
Maturitas SPIP
Perangkat Daerah
2 Evaluasi Sistem | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 20 Januari - 27 22 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Alkuntabilitas Kinerja 26 Februari APIP 2021
Instansi Pemerintah 2021
(SAKIP) TA. 2020-2021
dan Evaluasi Mandiri
3 Evaluasi Mandiri | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31 41 22 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Reformasi Birokrasi/ Maret 2021 APIP 2021
Evaluasi periodik
pelaksanaan  reformasi
birokrasi Tahun
2020/2021
4 Evaluasi Pembangunan kepatuhan; kinerja 1-5 Insidentil Insidentil i Aprl - 30 21 25 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Zona Integritas Menuju April 2021 APIP 2021
WBK tahun 2021
S Evaluasi pelayanan | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
L publik _ APIP 2021
1 Monitoring Tindaklanjut | kepatuhan, kinerja Insidentil Insidentil 3 Mei - 28 Mei 18 itentukan DPA Inspektorat TA.
Hasil Pengawasan 2020, 1 APIP 2021
Inspektorat, BPK, Oktober - 29
lembaga lainnya QOktober 2021
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Jenis Audit (audit

LD

type)/Pengawasan Perkiraan | Ferkiraan
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingku . _ : Perkiraan - Jumlah Peralatan dan .
Urut | Obyek yang Diperiksa Péngawasan Atas .Oll?nye'k Trban Est. Audit Jadwal J,;u.mlah-' 1 Tenaga Perlengkapan Anggarag Pemeriksaan
- Pemeriksaan Investigatif Hari efektif (personil)
PDTT & personi
2 Monitoring penyerapan | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
anggaran dan kas sepanjang an APIP 2021
terintergrasi tahun
penyelenggaraan TAPPA
3 Penanganan Laporan | Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Gratifikasi sepanjang an AFIP 2021
tahun
4 Monitoring kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
pembangunan dan sepanjang an APIP 2021
penyelenggaraan  Zona tahun
integritas / Wilayah
bebas korupsi
5 Monitoring dan verifikasi | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Pencapaian Rencana sepanjang an APIP 2021
Aksi Daerah Percepatan tahun
Pemberantasan Korupsi
(RAD-PPK)/ MCP
Korsupgah
6 Monitoring LHKPN dan | Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil | Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Verifikasi LHKASN sepanjang an APIP 2021
tahun
7 Monitoring lainnya dapat | kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
diintegrasikan  dengan sepanjang an APIP 2021
pengawasan lainnya tahun
1) Penanganan Whistle
Blower System;
2) Penanganan Benturan
Kepentingan.
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Jenis Audit (audit

type) /Pengawasan _ Perkiraan | Perkiraan ‘
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingkup ) Perkiraan ) Jumlah Peralatan dan .
Urut | ‘Obyek yang Diperiksa | Péngawasan Atos Obyele | 1fban - Pt Audit Jadwal Jumlah | o0 | Perlengkapan | Angsaran Pemeriksaan
' ' Pemeriksaan Investigatif Hari efektif (Personil)
PDTT -
G | Aktivitas Pengawasan | g
- | Lainnya |

1 Pemberian Persetujuan | Kepatuhan 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 14 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Penambahan Syarat an APIP 2021
Paket Pengadaan yang
tidak tertuang pada SDP

2 Pembinaan Kepatuhan 3 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 25 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Implementasi Sistem an APIP 2021
dan Peraturan
Perundangan bagi
auditee (materi
Muanajemen Risiko,
Reformasi Birokrasi, Anti
Korupsi, dst)

3 Lomba Desa Anti | Kepatuhan Sekret Insidentil Insidentil Insidentil Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Korupsi ariat, APIP 2021

1-5

4 Survey Penilaian | Kepatuhan Sekret Insidentil Insidentil Sesuai jadwal Menyesuaik | Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Integritas ariat BPS an APIP 2021

5 Penyelenggaraan Bintek, | Kepatuhan Sekret Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Pelatihan  Pengawasan ariat, an APIP 2021
dalam Rangka PPM 1-5
(audit investigatif/ e
audit/ audit jforensic/
probity advice/
management risiko)

6 Pendampingan Kepatuhan Sekret Insidentil Insidentil Mei 2021 dan Menyesuaik 25 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
pemeriksaan BPK-RI ariat, Oktober 2021 an APIP 2021

1-5 {sesuai Jadwal
BPK)

7 Fasilitasi Kepatuhan Sekret Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 14 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
penyelenggaraan  Sapu ariat, sepanjang an APIP 2021
bersih pungutan liar 1-5 tahun
(saber pungli/UPP
Pungli)
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Jenis Audit (audit

type)/Pengawasan Perki Perkiraan
No Perangkat Daerah/ Tujuan/ Lingkup Sebiie Est Perkiraan j:;!:izin Jumlah Peralatan dan Anggaran Pemeriksaan
Urut Obyek yang Diperiksa Pengawasan Atas Obyek A Audit Jadwal : : Tenaga Perlengkapan
Pemeriksaan Swentimatil Hari efektif personil)
PDTT
8 Fasilitasi Kepatuhan Sekret Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik 14 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
penyelenggaraan TAPPA ariat, sepanjang an APIP 2021
1-5 tahun
9 Penguatan sistem/ | Kepatuhan Sekret Sekretariat, Insidentil Insidentil Menyesuaik 2%, Ditentukan DPA Inspektorat TA.
kebijakan dan ariat, 1-5 sepanjang an APIP 2021
Peningkatan kapabilitas 1-5 tahun
APIP (self Assessment)
10 | Pemutakhiran Data | Kepatuhan Sekret Sekretariat, Insidentil Insidentil Menyesuaik | Kontijen Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Hasil Pengawasan/ ariat, 1-5 an APIP 2021
Rakorwas dan 1-5
Kolaborasi, Integrasi
pengawasan Internal di
Pemda (SPI Rumah
sakit/BLUD, SPI
Perumda, Pengawas
Sekolah, dst)
11 Penanganan Benturan | Kepatuhan Sekret Sekretariat, Insidentil Insidentil Menyesuaik 14 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
Kepentingan, WBS, ariat, 1-5 sepanjang an APIP 2021
Penegakan Integritas 1-5 tahun
12 Pembimbingan, Kepatuhan Sekret Sekretariat, Insidentil Insidentil Menyesuaik 21 Ditentukan DPA Inspektorat TA.
asistensi/ ariat, 1-5 sepanjang an APIP 2021
pendampingan dan 1-5 tahun
Konsultasi termasuk

reformasi birokrasi dan
Z1




